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PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

Penyusunan laporan keuangan merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam pengelolaan keuangan daerah.
Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan
pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar
akuntansi pemerintahan yang diterima umum yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap entitas
pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja
serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah Provinsi Sulawesi
Tengah adalah satu entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan Laporan
Keuangan berbasis akrual tersebut yang terdiri dari gabungan Laporan Keuangan
seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Laporan Keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan
Perubahan Sisa Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan
Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan
Keuangan (CaLK). Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah disusun
dengan mengacu berdasarkan APBD Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah APBD Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan
tanggal 30 Desember 2021, dan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2022 tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan tanggal 25 Oktober 2022.
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Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian
sumber daya ekonomi yang dikelola Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yang
menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode
pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang
realisasi dan anggaran secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dengan
realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati
antara legislatif dengan eksekutif sesuai peraturan perundang-undangan. Laporan
Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan
Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya. Neraca
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggambarkan posisi keuangan daerah yang
terdiri atas Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu. Dari Neraca dapat
diperkirakan potensi pemasukan dari nilai aset produktif dan dana yang harus
dicadangkan untuk pelunasan kewajiban jangka pendek. Laporan Operasional
menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan
penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk
kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang
dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO,
beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas
sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang
menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah selama periode tertentu. Tujuan pelaporan Arus
Kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas
dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas pada tanggal pelaporan.
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas

tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan, perlu
dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CalLK) yang berisikan informasi untuk
memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan, CaLK dimaksud adalah
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi
tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan sebagaimana dijelaskan di atas dalam

rangka pengungkapan yang memadai.

LKPD Provingi Sulawesi Tengah Tahun 2022 (Audited) Bab | -2



1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022
secara umum disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi
keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi
Tengah selama satu periode pelaporan tahun anggaran 2022 dan bertujuan untuk
memenuhi kebutuhan pengguna informasi yaitu masyarakat, legislatif, lembaga
pengawas, pemeriksa atau pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap laporan
keuangan. Pelaporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi
pendapatan/belanja dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai
kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang
telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis
dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

1. Akuntabilitas.
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan
kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan
yang telah ditetapkan secara periodik.
2.  Manajemen.
Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan
kegiatan pemerintah dalam tahun anggaran 2022 sehingga memudahkan fungsi
perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh Aset, Kewajiban dan
Ekuitas Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat.
3. Transparansi.
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat
berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui
secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam
pengelolaan sumber daya yang dipercayakan dan ketaatan pada peraturan
perundang-undangan.
Tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah adalah
untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk
menunjukkan akuntabilitas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah atas sumber daya

yang dipercayakan kepadanya, dengan:
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1. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan

ekuitas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengabh;

2. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi,

kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

3. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya

ekonomi;
4. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

5. menyediakan informasi mengenai cara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;

6. menyediakan informasi mengenai potensi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

7. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan
prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber
daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan
dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Untuk
memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai Aset,
Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Pembiayaan, Saldo
Anggaran Lebih, Pendapatan-LO, Beban-LO, dan Arus Kas. Informasi tambahan,
termasuk laporan nonkeuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan
keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas

suatu Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah selama satu periode.

Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022 dasar penyusunannya
adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan, Permendagri Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan

Daerah.
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1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah disusun

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah antara

lain:

1. Pasal 23 ayat (1) UUD 1945;

2. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;

11. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur, Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah,;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah;
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerabh;

Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah;

Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2022 tentang sistem Akuntansi Pemerintah
Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun
Anggaran 2022,

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun Anggaran 2022;

Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penjabaran
APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022;

Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Provinsi Sulawesi
tengah Tahun Anggaran 2022;

Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022; dan
Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2022.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Bab | Pendahuluan

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab I Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

2.1 Ekonomi Makro
2.2 Kebijakan Keuangan

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
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Bab Il Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
3.2 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Yang Telah
Ditetapkan
Bab IV  Kebijakan Akuntansi
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.
4.2 Basis Akuntansi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan
4.3 Basis Pengukuran Dalam Penyusunan Laporan Keuangan
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Dalam
Standar Akuntansi Pemerintahan
Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran
5.2 Penjelasan Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih
5.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca
5.4 Penjelasan Laporan Arus Kas
5.5 Penjelasan Laporan Operasional
5.6 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
5.7 Pengungkapan Perbedaan LRA dan LO
5.8 Pengungkapan Akun-Akun Lainnya
Bab VI  Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan
6.1 Kondisi Umum Sulawesi Tengah
6.2 Gambaran Umum Organisasi Provinsi Sulawesi Tengah
6.3 Informasi Tambahan Lainnya

Bab VIl Penutup
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BAB I1
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang
mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan
sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah
kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan
daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 mengacu
pada indikator sosial ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 atau tahun
sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah yaitu:
Tingkat Kemiskinan sebesar 12,18%;

Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,75 %;

Rasio Gini sebesar 0,326%;

Indeks Pembangunan Manusia sebesar 69,79%;

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 11,70%; dan
Tingkat Inflasi sebesar 0,84%.

o kW N

Indikator sosial ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 menurut data
Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah yaitu :
Tingkat Kemiskinan sebesar 12,30%;
Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,00%;
Rasio Gini sebesar 0,305%;
Indeks Pembangunan Manusia sebesar 70,28%;
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 15,17%; dan
Tingkat Inflasi sebesar 5,81%.

ok W N
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2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan
adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar
minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan
oleh individu untuk hidup layak. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki
rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase
penduduk miskin Provinsi/Kabupaten/Kota periode tertentu. Namun memetakan
kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka
kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah
Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari
pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda
pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan
adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu
relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin

tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya

Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tengah pada September 2022 mencapai
389,71 ribu orang. Angka ini Menunjukkan peningkatan sebesar 1,36 ribu orang
dibandingkan Maret 2022, sementara jika dibandingkan keadaan September 2021
jumlah penduduk miskin tersebut meningkat pula sebanyak 8,50 ribu orang.
Persentase penduduk miskin pada September 2022 tercatat sebesar 12,30 persen,
menurun sebesar 0,03 persen poin terhadap Maret 2022, dan meningkat sebesar 0,12

persen poin terhadap September 2021.

Secara umum, pada periode September 2013 - September 2022, tingkat
kemiskinan di Sulawesi Tengah mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun
persentasenya, namun sejak 2015 tingkat kemiskinan tersebut Menunjukkan fluktuasi
yang cenderung meningkat hingga 2017 sebelum akhirnya kembali Menunjukkan tren
penurunan hingga 2021. Pada September 2021, akibat adanya pandemi Covid-19,
tingkat kemiskinan kembali meningkat. Perkembangan tingkat kemiskinan Maret 2013

sampai dengan September 2022 ditunjukkan pada gambar dibawah ini:
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Sumber data : BPS Prov. Sulteng, 2022

Gambar 2.1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Sulawesi Tengah
Tahun 2013- 2022

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret-September 2022,
jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebesar 2,67 ribu orang, dan di
daerah pedesaan turun sebesar 1,32 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan
naik dari 9,03 persen menjadi 9,13 persen, sedangkan di pedesaan turun dari 13,87
persen menjadi 13,79 persen.

Tabel 2.1

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah,
September 2021-September2022

Jumlah Penduduk Persentase
Daerah/Tahun Miskin (ribu Penduduk
orang) Miskin
Perkotaan
September 2021 86,67 8,82
Maret 2022 90,26 9,03
September 2022 92,93 9,13
Pedesaan
September 2021 294,54 13,71
Maret 2022 298,09 13,87
September 2022 296,77 13,79
Total
September 2021 381,21 12,18
Maret 2022 388,35 12,33
September 2022 389,71 12,30

Sumber data : BPS Prov. Sulteng, 2022
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1. Perkembangan Garis Kemiskinan, September 2021— September 2022

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan
makanan dan non makanan yang dipergunakan sebagai suatu batas untuk
mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin
adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah
Garis Kemiskinan.

Selama periode Maret-September 2022, Garis Kemiskinan naik sebesar 5,08
persen, yaitu dari Rp530.251,00- per kapita per bulan pada Maret 2022 menjadi
Rp557.183,00- per kapita per bulan pada September 2022. Sementara pada periode
September 2021- September 2022, Garis Kemiskinan naik sebesar 10,20 persen, yaitu
dari Rp505.608,00- per kapita per bulan pada September 2021 menjadi
Rp557.183,00- per kapita per bulan pada September 2022.

Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari
Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM),
terlihat pada Tabel 2.1 bahwa peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar
dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Besarnya sumbangan GKM terhadap
GK pada September 2022 sebesar 75,99 persen.

Tabel 2.2
Daftar Komoditi Yang Memberi Sumbangan Besar Terhadap Garis Kemiskinan
beserta Kontribusinya
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BAB Il
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN DAERAH

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Daerah

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan menurut urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah diklasifikasikan
pada bidang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022. Capaian
ringkasan realisasi APBD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 disajikan dalam tabel
berikut :

Tabel 3.1
Ringkasan Realisasi APBD 2022 Provinsi Sulawesi Tengah

BERTAMBAH /

o,
URAIAN ANGGARAN REALISASI (BERKURANG) %o
PENDAPATAN 4.734.258.150.163,00 4.895.740.491.702,45  161.482.341.539,45 103,41
E’PEIL“S)APATAN ASLIDAERAH 1.561.939.035.510,00  1.559.706.290.296,45 (2.232.745213,55) 99,86
PENDAPATAN TRANSFER 3.136.463.381.169,00  3.319.202.639.678,00 182.739.258.509,00 105,83
LAIN-LAIN PENDAPATAN
vV 35.855.733.484,00 16.831.561.728,00 (19.024.171.756,00) 46,94
BELANJA 5.432.006.328.213,00 4.825.333.666.427,41  (607.662.661.785,59) _ 88,82
BELANJA OPERASI 4.046.809.413.010,00  3.585.101.226.080,89  (461.708.186.929,11) 88,59
BELANJA MODAL 746.159.330.088,00 617.282.123.07552  (128.877.207.012,48) 82,73
BELANJA TIDAK TERDUGA 11.038.882.178,00 56.859.575,00 (10.982.022.603,00) 0,52
BELANJA TRANSFER 628.988.702.937,00 622.893.457.696,00 (6.095.245.241,00) 99,03
SURPLUS / DEFISIT (698.738.178.050,00) _ 70.406.825.275,04  769.145.003.325,04  (10,08)
PENERIMAAN PEMBIAYAAN 698.738.178.050,00 698.738.178.050,88 0,88 100,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN ) ] ] ]
DAERAH
PEMBIAYAAN NETTO 698.738.178.050,00 698.738.178.050,88 0,88 100,00
SISA LEBIH/KURANG
PEMBIAYAAN TAHUN - 769.145.003.325,92  769.145.003.325,92 -
BERKENAAN

Sumber : BPKAD Prov Sulteng, data diolah

Berdasarkan Kebijakan pembangunan daerah dan kebijakan belanja
berdasarkan urusan, maka dapat disajikan realisasi pendapatan dan belanja APBD
tahun 2022 sebagai berikut :

3.1.1 Pendapatan
Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 masih diarahkan kepada upaya
untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui

peningkatan intensitas dan efektivitas program intensifikasi dan ekstensifikasi.
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Realisasi Pendapatan Daerah tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan degan
tahun sebelumnya, diantaranya yang mengalami kenaikan adalah realisasi Pajak
Daerah dan realisasi Retribusi Daerah. Kenaikan komponen pajak daerah tahun 2022
menunjukkan kembali naiknya animo masyarakat untuk kepatuhan membayar pajak
daerah.

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenan yang dirinci menurut
urasan pemerintah daerah, organisasi, akun kelompok, jenis, objek, dan rincian serta
sub rincian objek.

Realisasi Pendapatan yang diperoleh di tahun anggaran 2022 dalam rangka
membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara
keseluruhan pencapaiannya sebesar Rp4.895.740.491.702,45 atau 103,41%, dari total
anggaran pendapatan sebesar Rp4.734.258.150.163,00. Perkembangan Capaian
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah digambarkan pada grafik dibawah ini :

4.926.575.931.275,45
4.695.680.785.591,80

4.193.329.057.130,07 v
3.881.148.079.297,17 4.128.153.120.869,78 v
v v v
2018 2019 2020 2021 2022
Gambar 3.1

Grafik Trend Capaian Pendapatan Daerah 2018-2022

Meningkatnya realisasi PAD tahun 2022 berimbas juga pada membaiknya
kemampuan fiskal daerah. Kontribusi setiap sumber Pendapatan terhadap total
Pendapatan Daerah sebagai berikut :
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31,86%,
Anggaran 2021 sebesar 31,82%.

67,80% lebih tinggi apabila dibandingkan dengan kontribusi

Anggaran 2021 sebesar Rp67,06%

Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 memberikan kontribusi sebesar

lebih tinggi apabila dibandingkan dengan kontribusi pada Tahun

Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 memberikan kontribusi sebesar

pada Tahun

Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun Anggaran 2022 memberikan kontribusi

sebesar 0,34% lebih rendah apabila dibandingkan dengan kontribusi pada Tahun

Anggaran 2021 sebesar Rp1,11%

0,34%

1,11%

M PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
B PENDAPATAN TRANSFER
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

B PENDAPATAN ASLI DAERAH
B PENDAPATAN TRANSFER
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

Gambar 3.2

Persandingan Kontribusi Pendapatan Daerah Tahun 2022 dengan 2021

Dari total realisasi sebesar Rp4.895.740.491.702,45 diperoleh dari SKPD yang

disajikan per urusan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Realisasi Anggaran Pendapatan Menurut Urusan
Tahun Anggaran 2022

Bertambah/
i A Realisasi 9
Uraian nggaran ealisasi (Berkurang) %
PENDAPATAN 4.734.258.150.163,00 4.895.740.491.702,45 161.482.341.539.45 103,41
g;‘:‘:" Wajib Pelayanan 4 345812.000,00  173.112.800.789,52  (40.233.011.210.48) 81,14
Pendidikan 10.512.000,00 32.196.036,00 2168403600 306,28
Kesehatan 211751.42000000 170.993.774.153,52  (40.757.645.846,48) 80,75
Pekerjaan Umum dan 1518.600.000,00  2.017.750.600,00 499.150.600,00 132,87
Penataan Ruang _
Sosial 65.280.000,00 69.080.000,00 3.800.000,00 105,82
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Bertambah/

) . ,
Uraian Anggaran Realisasi e %

Urusan Wajib Bukan 1.809.865.018,00 921.348.903,00  (888.516.115,00) 50,91
Pelayanan Dasar

Tenaga Kerja 1.180.000.000,00 172.160.000,00  (1.007.840.000,00) 14,59
Pangan 11.000.000,00 17.425.000,00 642500000 15841
Lingkungan Hidup 27.850.000,00 34.730.000,00 |
Perhubungan 507.979.700,00 643.569.385,00 135.589.685,00 126,69
Komunikas dan 1.000.000,00 6.631.200,00 563120000 663,12
Informatika .
Koperasi, Usaha Kecil dan 30.000.000,00 8.040.000,00 (21.960.000,00) 26,80
Menengah .
Penanaman Modal 36.035.318,00 36.035.318,00 - 100,00
Perpustakaan 16.000.000,00 2.758.000,00 (13.242.000,00) 17,24
Urusan Pilihan 10.462.950.000,00  9.557.890.47500  (905.059.525,00) 91,35
Kelautan dan Perikanan 7289.000.000,00  6.088567.250,00  (1.200.432.750,00) 83,53
Pariisata 27.750.000,00 87.500.000,00 59.750.000,00 31532
Pertanian 2.283.700.000,00  2.678.274.100,00 39457410000 117,28
Kehutanan 587.000.000,00 37049160000  (216.508.400,00) 63,12
Perindustrian 275.500.000,00 333.057.525,00 57.557.52500 120,89
Unsur Pendukung 36.490.000,00 47.700.000,00 11.210.000,00 130,72

Urusan Pemerintah

Sekretariat Daerah 36.490.000,00 47.700.000,00 11.210.000,00 130,72
Urusan Pemerintahan

Fungsi Penunjang

4.508.603.033.145,00 4.712.100.751.534,93 203.497.718.389,93 104,51

Perencanaan 2.164.000,00 0,00 (2.164.000,00) -
Keuangan 4.502.030.975.145,00 4.706.138.937.143,93 204.107.961.998,93 104,53
Kepegawaian 2.164.000,00 2.163.190,00 (810,00) 99,96
Pendidikan dan Pelatihan 6.302.730.000,00 5.896.001.201,00 (406.728.799,00) 93,55
Penghubung 265.000.000,00 63.650.000,00 (201.350.000,00) 24,02

Sumber : BPKAD Prov Sulteng, data diolah

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa capaian realisasi pendapatan tahun 2022
mencapai 103,41% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.734.258.150.163,00.
Realisasi pendapatan terbesar pada bidang Keuangan sebesar
Rp4.7706.138.937.143,93 dan realisasi pendapatan terendah pada bidang
Kepegawaian sebesar Rp2.163.190,00.

3.1.2 Belanja

Arah Kebijakan belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi, juga digunakan untuk mendanai
pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur

kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan yang dapat
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dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar
pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan Belanja Daerah dialokasikan untuk mendukung tujuan
pembangunan daerah melalui efektivitas dan efisiensi belanja untuk mencapai target
program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah
serta Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Realiasi Belanja Daerah tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar
Rp4.825.333.666.427,41 atau sebesar 88,82% dari total anggaran belanja daerah
sebesar Rp5.432.996.328.213,00. Perkembangan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah digambarkan pada grafik dibawah ini :

4.825.333,666427,41

4339507.807.93143
4.098.771.219.451,17

3.810.416.446.556,00
3.628.013.037.630,17

2018 2019 2020 2021 2022

=#=Tahun

Gambar 3.3
Grafik Trend Perkembangan Belanja Daerah 2018-2022

Kebijakan Belanja Daerah dilaksanakan melalui pendekatan anggaran berbasis
kinerja dengan memperhatikan prioritas dan program strategis pembangunan secara
selektif, akuntabel dan transparan serta mengacu pada RKPD. Beberapa penyesuaian
dilakukan dengan memperhatikan perubahan peraturan yang berlaku, seperti
kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan serta penyesuaian
penggunaan dana transfer untuk dukungan program pemulihan ekonomi daerah.

Kebijakan Kontribusi setiap jenis Belanja terhadap total Belanja Daerah

sebagai berikut:

LKPD Provinsi Sulawesi Tengah Takun 2022 (Audited) Bab IIl - 46



1) Belanja Operasi tahun anggaran 2022 memberikan kontribusi sebesar 74,30%
dari total belanja, persentase ini lebih rendah apabila dibandingkan dengan tahun
anggaran 2021 sebesar 75,62%.

2) Belanja Modal tahun anggaran 2022 memberikan kontribusi sebesar 12,79% dari
total belanja, persentase ini lebih tinggi apabila dibandingkan dengan tahun
anggaran 2021 sebesar 11,54%.

3) Belanja Tak Terduga tahun anggaran 2022 memberikan kontribusi sebesar
0,001% dari total belanja, persentase ini lebih rendah apabila dibandingkan
dengan tahun anggaran 2021 sebesar 0,55%.

4) Transfer tahun anggaran 2022 memberikan kontribusi sebesar 12,91% dari total
belanja, persentase ini lebih tinggi apabila dibandingkan dengan tahun anggaran
2021 sebesar 12,29%

m BELANJA OPERASI = BELANJA OPERASI
M BELANJA MODAL M BELANJA MODAL
BELANJA TAK TERDUGA BELANJA TAK TERDUGA
® TRANSFER W TRANSFER
Gambar 3.4

Persandingan Kontribusi Belanja Daerah Tahun 2022 dengan 2021

Dari total realisasi sebesar Rp4.825.333.666.427,41 terbelanjakan pada
urusan dan bidang sebagai berikut :
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Tabel 3.3
Realisasi Anggaran Belanja Menurut Urusan
Tahun Anggaran 2022

Uraian Anggaran Realisasi Bertambah %
(Berkurang)

BELANJA 5.432.996.328.213,00 4.825.333.666.427,41 (607.662.661.785,59) 88,82
Urusan Wajib Pelayanan Dasar 3.034.810.561.669,00 2.648.103.842.948,70 (386.706.718.720,30) 87,26
Pendidikan 1.660.909.637.266,00 1.532.648.183.359,00 (128.261.453.907,000 92,28
Kesehatan 662.401.715.145,00 508.386.077.300,31 (154.015.637.844,69) 76,75
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 484.486.601.558,00 386.969.387.734,50 (97.517.213.823,50) 79,87
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 86.475.498.502,00 84.991.859.239,84 (1.483.639.262,16) 98,28
ﬁ:ﬁ:gz:gznnd;zs};ﬁ:f” Umum sert 78.906.346.890,00 75.421.811.793,00 (3484535007000 95,58
Sosial 61.630.762.308,00 59.686.523.522,05 (1.944.238.785,95) 96,85
g;‘:::;a:eg‘:;;"::h;':avy:rj::n’{;'a“s’a?dak 328.024330.04800 1454863376886  (13475.705279.14) 9589
Tenaga Kerja 41.791.401.215,00 40.146.916.467,00 (1.644.484.748,00) 96,07
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 21.853.464.895,00 20.943.602.765,00 (909.862.130,00) 95,84
Pangan 63.537.003.382,00 61.836.264.829,00 (1.700.738.553,00) 97,32
Lingkungan Hidup 16.782.065.251,00 16.121.268.247,00 (660.797.004,000 96,06
Administrasi Kependudukan dan Capil 9.822.561.121,00 9.630.743.919,00 (191.817.202,000 98,05
Pemberdayaan Masyarakat Desa 23.310.357.611,00 22.393.990.303,00 (916.367.308,00) 96,07
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 12.922.466.490,00 12.465.226.104,00 (457.240.386,00) 96,46
Perhubungan 17.246.439.995,00 16.234.168.324,00 (1.012.271.671,00) 9413
Komunikasi dan Informatika 23.814.126.870,00 23.092.300.789,00 (721.826.081,000 96,97
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 16.602.714.067,00 15.654.752.229,00 (947.961.838,00) 94,29
Penanaman Modal 17.998.081.043,00 16.785.686.022,00 (1.212.395.021,00) 93,26
Kepemudaan dan Olah Raga 42.154.789.284,00 40.650.479.465,86 (1504.309.818,14) 9643
Perpustakaan 20.188.867.824,00 18.593.234.305,00 (1.595.633.519,00) 92,10
Urusan Pemerintahan Pilihan 536.334.242.120,00 506.751.840.517,92 (29.582.401.602,08) 94,48
Kelautan dan Perikanan 99.348.709.765,00 90.905.432.115,66 (8.443.277.649,34) 9150
Pariwisata 23.184.113.746,00 22.240.496.844,00 (943.616.902,000 95,93
Pertanian 274.013.932.406,00 259.930.625.712,69 (14.083.306.693,31) 94,86
Kehutanan 77.417.345.801,00 74.031.081.704,00 (3.386.264.097,00) 9563
Energi dan Sumberdaya Mineral 33.711.334.023,00 32.400.286.641,57 (1.311.047.38143) 96,11
Perindustrian 28.658.806.379,00 27.243.917.500,00 (1414.888.879,00) 95,06
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Bertambah/

Uraian Anggaran Realisasi %
(Berkurang)
Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan 384.663.059.244,00 351.636.902.768,83 (33.026.156.475,17) 91,41
Sekretariat Daerah 233.169.581.432,00 212.839.780.174,83 (20.329.801.257,17) 91,28
Sekretariat DPRD 151.493.477.812,00 138.797.122.594,00 (12.696.355.218,00) 91,62
Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan 1.102.891.631.959,00 960.105.339.506,10 (142.786.292.452,90) 87,05
Perencanaan 45.110.901.821,00 42.731.345.181,00 (2.379.556.640,00) 94,73
Keuangan 985.757.652.698,00 850.490.811.483,10 (135.266.841.214,90) 86,28
Kepegawaian 18.995.128.373,00 17.617.836.368,00 (1.377.292.005,00) 92,75
Pendidikan dan Pelathan 23.875.943.103,00 22.069.614.545,00 (1.806.328.558,00) 92,43
Peneliian dan Pengembangan 11.651.857.436,00 10.788.882.787,00 (862.974.649,00) 92,59
Penghubung 17.500.148.528,00 16.406.849.142,00 (1.093.299.386,00) 93,75
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintah 25.233.154.401,00 24.625.650.361,00 (607.504.040,00) 97,59
Pengawasan 25.233.154.401,00 24.625.650.361,00 (607.504.040,00) 97,59
Unsur Pemerintah Umum 21,039.339.772,00 19.561.456.556,00 (1.477.883.216,00) 92,98
Kesatuan Bangsa dan Politk 21.039.339.772,00 19.561.456.556,00 (1.477.883.216,00) 92,98

Sumber : BPKAD Prov Sulteng, data diolah

Realisasi Belanja secara keseluruhan mencapai 88,82%, dimana pencapaian
yang paling rendah terdapat pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar pada bidang
kesehatan sebesar 76,75%. Pencapaian realisasi tertinggi pada urusan Urusan Wajib
Pelayanan Dasar bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dengan
capaian sebesar 98,28%.

Secara umum capaian rata-rata per-masing-masing fungsi Urusan Wajib
Pelayanan Dasar sebesar 87,26%, Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan
Dengan Pelayanan Dasar sebesar 95,89%, urusan Pemerintahan Pilihan sebesar
94,48%, Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan sebesar 91,41%, Urusan
Penunjang Urusan Pemerintahan sebesar 87,05%, Urusan Pengawasan Urusan

Pemerintahan sebesar 97,59% dan Urusan Pemerintahan Umum sebesar 92,98%.

3.1.3 Pembiayaan
Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah untuk menutup selisih
antara pendapatan dan belanja daerah. Pengertiannya adalah bahwa apabila terjadi

surplus maka pembiayaan berarti transaksi keuangan dalam bentuk pemanfaatan
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surplus, sedangkan apabila terjadi defisit anggaran maka pembiayaan berarti transaksi
keuangan daerah untuk menutup defisit daerah.

Target penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2022 sejumlah
Rp698.738.178.050,00 terealisasi sejumlah Rp698.738.178.050,88 atau 100,00%.
Sedangkan pengeluaran pembiayaan tahun anggaran 2022 tidak dianggarkan
sehingga pembiayaan netto tahun 2022 sebesar Rp698.738.178.050,88.

Tabel 3.4
Realisasi Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2022

. .. Bertambah/

Uraian Anggaran Realisasi (Berkurang) %
PENERIMAAN PEMBIAYAAN 698.738.178.050,00 698.738.178.050,88 0,88 | 100,00
DAERAH
PENGELUARAN
PEMBIAY AAN DAERAH
PEMBIAYAAN NETTO 698.738.178.050,00 | 698.738.178.050,88 0,88 | 100,00

Sumber : BPKAD Prov Sulteng, data diolah

Lebih lanjut terdapat selisih SiLPA tahun 2021 sebesar Rp0,88, hal ini
disebabkan pembulatan negatif pada saat penetapan APBD Tahun 2022.

3.2 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

3.2.1 Target Pendapatan

Dari sisi pendapatan khususnya Pendapatan Asli Daerah secara kumulatif
dapat dikatakan bahwa hampir tidak ada kendala dalam pencapaiannya walaupun
pada masa-masa pemulihan pandemi Covid-19 karena realisasi pendapatan tersebut

terealisasi sebesar 104,06%.

3.2.2 Target Belanja
Dari sisi Belanja dimana pencapaian realisasi sebesar 88,82%. faktor yang
menyebabkan tidak tercapainya target belanja 100% antara lain disebabkan:
1. Belanja Pegawai :
a. Banyak Pegawai telah memasuki masa purnabakti/pensiun atau pindah
tugas dan efisiensi belanja berkenaan.
b. Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK yang proses rekrutmennya belum
sepenuhnya memenuhi jumlah pegawai yang dianggarkan dalam APBD
Tahun 2022
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2. Dari sisi Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal disebabkan antara lain:
adanya penghematan pemakaian listrik, air dan telepon, selisih pagu dengan
kontrak pengadaan, efisiensi penggunaan perjalanan dinas, dan kegiatan lain
yang pekerjaan fisiknya tidak mencapai 100%.

3. Adanya penghematan lain atas belanja pada beberapa Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD).

4. Beberapa paket pekerjaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus terlambat
dilaksanakan karena keterlambatan Petunjuk Teknis dari Kementerian terkait dan
juga terdapat beberapa paket pekerjaan DAK yang tidak dapat direalisasikan
tahun 2022 disebabkan sumber pendapatan DAK dari pusat tidak ditransfer
sehingga atas belanja tersebut dibebankan pada APBD tahun 2023.

5. Kegiatan pembangunan fisik dan infrastruktur memiliki ketergantungan yang
tinggi terhadap situasi dan kondisi dilapangan sehingga mengakibatkan terdapat
beberapa paket pekerjaan mengalami keterlambatan.

6. Pengadaan melalui ULP dan LPSE berjalan kurang optimal disebabkan antara lain
jumlah Kelompok Kerja di ULP kurang memadai dibandingkan dengan jumlah
paket yang harus dilelang sehingga harus dilakukan penjadwalan ulang dan
ketidaklengkapan dokumen lelang.

7. Beberapa belanja lainnya yang tidak dapat dibayarkan, karena persyaratan
pengajuan pembayaran tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan.

8. Beberapa belanja yang secara fisik telah dicapai 100% namun terjadi efisiensi
belanja akibat terjadinya eskalasi harga dan penyebab lainnya.

9. Dari sisa anggaran yang belum dapat dibelanjakan pada tahun 2022 adalah
merupakan bagian dari SiLPA yang telah diproyeksikan untuk membiayai program
prioritas pemerintah daerah sesuai dengan RPJMD, RKPD dan KUA PPAS tahun
2023.

3.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan
antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan dan program
dengan indikator pada tingkat input, output, dan outcome. Capaian kinerja pada

kegiatan diukur dalam tataran output. Indikator kinerja program diukur dalam tataran
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outcome. Indikator kinerja input terdiri atas besaran dana yang terpakai dan besar
pemakaian sumber daya manusia yang dihitung dengan penggunaan hari produktif.
Sedangkan indikator kinerja output merupakan hasil yang diperoleh saat kegiatan
selesai dilaksanakan. Dan terakhir, indikator kinerja outcome merupakan hasil dari
pemanfaatan output, dimana indikator outcome tersebut akan menjadi indikator kinerja
sasaran pada setiap kegiatan yang dibiayai oleh APBD. Untuk lebih jelasnya capaian
kinerja masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja | Target Kinerja Tahun

Pembangunan Daerah 2022 Capaian Tahun 2022

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian

Laju Inflasi 1,52 5,96
PDRB Per Kapita (HB Rp Juta) 67,13 15,17
PDRB Per Kapita (HK Rp Juta) 66,09 100
Total PDRB (HB Rp Miliar) 209.922,63 323617,16
Total PDRB (HK Rp Miliar) 144.735,44 172578,03
Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan daerah 21,18 17.32
(persen)
Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan 24,1 29,69
(persen)
Total penduduk (jiwa) 3.176.143 3021879
Pemerataan Pendapatan versi Bank Dunia

20,95 -
(persen)
Indeks Ketimpangan Williamson (poin) 0,54 0,305
Persentase penduduk di atas garis kemiskinan 87.82 87.70
(persen)
Jumlah penduduk miskin (jiwa, september) 359.963,60 389710
Indeks Kedalaman Kemiskinan (poin) 2,32 2,15
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Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja

Target Kinerja Tahun

Capaian Tahun 2022

Pembangunan Daerah 2022
Pengeluaran per kapita (Rupiah) 1,121 9.696
Kesejahteraan Sosial
Pendidikan
Angka Melek Huruf (persen) 98,7 99,64
Angka Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 10.35 9,25
Angka Harapan Lama Sekolah 14.08 13,23
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA (persen) 86.00 51
Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMA (persen) 21,04 95,41%
Angka Partisipasi Murni SMA (persen) 67.00 38,57
Angka Kelulusan (AL) SMA 98.00 21,34
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMK (persen) 86.00 82,87
Angka Partisipasi Murni SMK (persen) 67.00 -
Angka Kelulusan (AL) SMK 98.00 97,65%
Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB/ Paket C 66.50 2,228
(persen)
Angka Partisipasi Murni SLB/ Paket C (persen) 74.50 1,516
Kesehatan
Angka Kelangsungan Hidup Bayi (persen) 92,6 992,3
Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 72 68,93
Persentase balita gizi buruk (persen) 0,4 0,75
Prevalensi balita gizi kurang (persen) 9,3 111
Cakupan Desa Siaga Aktif (persen) 99,3 94,6
Sumberdaya
Persentase Penduduk yang Memiliki Lahan
69,32 -
(persen)
feinAci ; 69,99
Angka partisipasi angkatan kerja (persen) 69,36
Tingkat partisipasi angkatan kerja Persen) 72,28 69,99
Rasio Penduduk yang Bekerja (persen) 96,93 96,99
Laju pertumbuhan PDB per Tenaga kerja 10.055.30 5212,26
(PDB/jumlah Tenaga kerja, ADHB) (Rupah/TK) T
Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 67 58 66,38

15 tahun ke atas (persen)
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Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja

Target Kinerja Tahun

Capaian Tahun 2022

Pembangunan Daerah 2022

Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan 42,65
pekerja bebas keluarga terhadap total 29,46
kesempatan kerja (persen)
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera |

42,99 -
(persen)
Indeks Kepuasan Masyarakat (poin) 97,5 98
Persentase PAD terhadap pendapatan (persen) 33,27 31,37
Opini BPK WTP WTP
Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) (%) 90,82 77,2
Penguatan cadangan pangan (persen) 226,57 20,56%
Penanganan daerah rawan pangan (%) 57,404 -
Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB 119 1,10
(persen) '
Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB 17.79 14,00
(persen) '
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB 0,34 421
(persen)
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB 6.11 5.44
(persen)
Kontribusi sektor peran terhadap PDRB (persen) 27,9 -
Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB

. 6,83 -

sektor Industri (persen)
Pertumbuhan sektor Industri non-migas (persen) 18,97 -
Fokus Seni Budaya dan Olahraga
Rasio Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk

0,567 -
(angka)
Rasio Jumlah gedung kesenian per 10.000

0,054 -
penduduk (angka)
Rasio Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk

0,057 -
(angka)
Rasio Jumlah gedung olahraga per 10.000

0,148 -
penduduk (angka)
ASPEK PELAYANAN UMUM
Layanan Urusan Pemerintah Wajib
Wajib Layanan Dasar
Pendidikan
Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi 25 i
yang memenuhi kompetensi minim (persen)
Jumlah SLTA Negeri terakreditasi (unit) 40 -
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Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja

Target Kinerja Tahun

Capaian Tahun 2022

Pembangunan Daerah 2022

Jumlah SMK yang terakreditasi (unit) 40 -
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 75 65 )
SMA/SMK/MA/Paket C (angka) '
Angka Putus Sekolah (APUS) 12 i
SMA/SMK/MA/Paket C (angka) '
Angka Kelulusan (AK ) SMA/SMK/MA/Paket C

99,26 -
(angka)
Rasio Ketersediaan SMA/MA/SMK/Penduduk Usia 235 )
SMA/MA/SMK (angka) '
Rasio Guru/Murid SMA/MA/SMK/Paket C (angka) 77,58 1:13
Angka Melek Huruf Eendgduk Usia 15-24 Tahun, 99,85 100
Perempuan dan Laki-Laki (angka)
Penduduk yang berusia >15 Tahun Melek Huruf 98.54
(tidak buta aksara) (angka) '
Angka Putus Sekolah SMA 2.00 -
Persentase SMA berakreditasi minimal B 40.00 -
Rasio ketersediaan sekolah pendidikan menengah
(SMA) per 10000 penduduk usia sekolah 60.50 -
menengah
Angka Putus Sekolah SMK 2.00 -
Persentase paket keahlian SMK berakreditasi

- 40.00 -

minimal B
Rasio ketersediaan sekolah pendidikan menengah
(SMK/SMLB) per 10000 penduduk usia sekolah 60.50 14
menengah
Jumlah fasilitas sarana dan prasarana pendidikan

18.00 32
khusus dan layanan khusus
Persentase guru di SMA bersetifikasi 48.00 64,87%
Persentase guru di SMA bersetifikasi S1 48.00 80,46%
Persentase guru di SMA bersetifikasi S2 48.00 19,54%
Persentase guru di SMK bersetifikasi 48.00 69,56%
Persentase guru di SMK bersetifikasi S1 48.00 84,30%
Persentase guru di SMK bersetifikasi S2 48.00 15,70%
Persentase kepala sekolah di SMA bersertifikasi 48.00 99,05
Persentase kepala sekolah di SMK bersertifikasi 48.00 99,10%
Persentase perizinan SMA swasta 50.50 100%
Persentase perizinan SMK swasta 50.50 100%
Persentase perizinan SLB swasta 50.50 100%
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Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja

Target Kinerja Tahun

Capaian Tahun 2022

Pembangunan Daerah 2022

Persentase bahasa dan sastra daerah yang

. . 40.00 . .
dilestarikan tidak ada data capaian
Kesehatan
Angka Stunting (%) 21.50 12,9 (EPPGBM)
Rasio daya tampung rumah sakit rujukan (rasio) 0,09 1,15
Persentgse .rumah sakit rujukan provinsi yang 100 100
terakreditasi (persen)
Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk
terdampak krisis kesehatan akibat bencana 98 100
dan/atau berpotensi bencana (persen)
Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang
terdampak dan berisiko pada situasi kejadian Luar 94 100
Biasa (KLB) (persen)
Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran (angka) 7,39 5,87
Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran

. 6 6
Hidup (angka)
Angka Kematian Ibu per 100,000 Kelahiran Hidup 134,17 192
(angka)
Rasio Posyandu Per Satuan Balita (rasio) 10,97 10,76
Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk rasio) 0,07 0,07
Rasio Posyandu Per Satuan Penduduk (rasio) 1,29 1,26
Ras_lo Pustu/poskesdes Per Satuan Penduduk 0,23 0,23
(rasio)
Rasio Rumah sakit Per Satuan Penduduk (rasio) 0,02 0,013
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk (rasio) 0,25 0,31
Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk (rasio) 2,45 5,37
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga
kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 83 76,40
(persen)
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 76 97.00
(persen)
Cakupf?m pesa/KeIurahan Universal Child 100 715
Immunization (UCI) (persen)
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 100 82
(persen)
Proporsi penduduk dengan asupan kalori di
bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang 043 045
digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari) ’ '
(persen)
Persentase anak usia 1 tahun yang Diimunisasi 90,3 83,6
Campak (persen)
Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk 0,008 01175

(angka)
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Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja

Target Kinerja Tahun

Capaian Tahun 2022

Pembangunan Daerah 2022
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita
. 92 46%
Penyakit TBC BTA (persen)
Tingkat kematian karena TB (persen) 2,35 6,7
Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan 82 8204
sembuh dalam program DOTS (persen) 0
Cakupan penemuan dan Penanganan Penderita
Penyakit DBD (persen) 100 99.26
Penderita Diare Yang Ditangani (persen) 68 23,79
Cakupan kunjungan bayi (persen) 84 110
Cakupan Puskesmas (persen) 126,25 12,40
Cakupan Pustu (persen) 39,09 39,08
Cakupan kunjungan Ibu hamil K4(persen) 82,97 84,66
Cakupan pelayanan nifas (persen) 81,5 91,24
C_akupan. neonatus dengan komplikasi yang 42,61 65,31
ditangani (persen)
Cakupan Pelayanan Anak Balita (persen) 69,15 91,67
Cal_<upan penjaringan Kesehatan Siswa SD dan 92,55 120
setingkat (persen)
Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang 100 100
harus diberikan sarana kesehatan (RS) (persen)
Pelayanan Gawat Darurat Level | (persen) 100 100
Cakupan desa/ kelurahan mengalami klb yang
dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 100 100
(persen)jam (persen)
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pr9p0r5| Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi 0,31 0,30
Baik (angka)
Persentase kondisi mantap Jalan provinsi (persen) 63 63,94*
Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah penduduk 0,005 0,006
(angka)
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi (persen) 74,62 -
Persentase irigasi provinsi dalam kondisi baik
74,18 -
(persen)
Rasio Jaringan Irigasi kewenangan provinsi 0,76 0318
(angka)
Persentase rumah tangga yang menempati hunian
- 86,97 0,32
dengan akses Air Minum layak (persen)
Proporsi rumah tangga dengan akses
berkelanjutan terhadap air minum layak, 0,1 -
perkotaan dan perdesaan (angka)
Persentase Areal Kawasan kumuh (persen) 4,39 4,68
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Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja
Pembangunan Daerah

Target Kinerja Tahun
2022

Capaian Tahun 2022

Rasio Tempat Ibadah/Satuan Penduduk (angka)

2,53

Persentase luas sawah beririgasi (persen)

70

68,70

Persentase rumah tangga dengan akses air
minum jaringan perpipaan (persen)

14

3,89

Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum (angka)

111,36

46,29

Indeks infrastruktur perumahan dan permukiman
(angka)

4671,26

35,01

Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Persentase warga negara korban bencana yang
memperoleh rumah layak huni (%)

65.70

48,56

Persentase warga negara yang terkena relokasi
akibat program pemda Provinsi yang memperoleh
Fasilitasi rumah layak huni (%)

Presentasi Luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang
ditangani (%)

8.64

99,56

Persentase satuan perumahan yang sudah
dilengkapi PSU (%)

13.04

19,88

Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta
Perlindungan Masyarakat

Persentase gangguan trantibum yang dapat
diselesaikan (persen)

100

100

Persentase pendampingan penanganan pasca
bencana (persen)

100

Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat
(Linmas) (persen)

1517,62

Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3
(Ketertiban,ketentraman, keindahan) di Sulteng
(persen)

100

100

Persentase perda dan Perkada yang ditegakkan
(persen)

100

18,18

Sosial

Persentase daerah yang aktif melakukan
pemutakhiran data terpadu penanggulangan
kemiskinan (persen)

50

100

Jumlah warga masyarakat rawan bencana alam
yang mendapatkan kesiapsiagaan dan mitigasi
(jiwa)

30.000

100%

Persentase PMKS yang memperoleh bantuan
sosial (persen)

0,86

9,68

Persentase PMKS yang tertangani (persen)

0,9

9,76

Persentase PMKS skala yang memperoleh

(persen)

bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

5,28

9,68

Persentase panti sosial yang menerima program
pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha

3,51

2,56
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Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja

Target Kinerja Tahun

Capaian Tahun 2022

Pembangunan Daerah 2022
bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi
sejenis lainnya (persen)
Persentase panti sosial yang menyediakan sarana
. 76,02 75
prasarana pelayanan kesehatan sosial (persen)
Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis
masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana 714
prasarana pelayanan kesejahteraan sosial ’
(persen)
Persentase korban bencana yang dievakuasi
dengan menggunakan sarana prasarana tanggap 100 100
darurat lengkap (persen)
Persentase penyandang cacat fisik dan mental,
serta lanjut usia tidak potensial yang telah 100 63
menerima jaminan sosial (persen)
Kesatuan Bangsa Politik target capaian
Pen!ngkatan Toleransi & Kerukunan dalam 80,67 belum ada data
Kehidupan Beragama (persen)
Penanggulangan Bencana
Indeks kapasitas bencana/lndeks Ketahanan
0,31 0,31
Daerah dalam Penanggulangan Bencana (angka)
Urusan Wajib Non Layanan Dasar
Tenaga Kerja
Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun
156 -
(kasus)
Besaran kasus yang diselesaikan dengan 62
Perjanjian Bersama (PB) (kasus)
B.esaran pencari kerja yang terdaftar yang 10.74 23,08
ditempatkan (persen)
Keselamatan dan perlindungan (persen) 79 -
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta
85.000 -
program Jamsostek (persen)
Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap 81
kebijakan pemerintah daerah tertangani (kasus)
Besaran Pemeriksaan Perusahaan (persen) 2100 -
Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan 81 i
(persen)
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan
) ) ;i 246 366
pelatihan berbasis kompetensi (persen)
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan
. . 53 148
pelatihan berbasis masyarakat (persen)
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan
. - 84 1315
pelatihan kewirausahaan (persen)
Rasio lulusan S1/S2/S3 (angka) 89,75 -
Persentase jumlah perusahaan yang mengikuti 73 )

jamsostek/BPJS TK (persen)
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Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja

Target Kinerja Tahun

Capaian Tahun 2022

Pembangunan Daerah 2022
Persentase peningkatan kesejahteraan/upah kerja
91 8,73

(persen)
Tingkat partisipasi angkatan kerja (persen) 72,28 69,99
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak
Indeks Pemberdayaaan Gender (IDG) (angka) 76 76
Perser_ltase partisipasi perempuan di lembaga 56,37 56.37
pemerintah (persen)
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR 3111 57
(persen)
Partisipasi perempuan di lembaga swasta 91,52 12
(persen)
Rasio KDRT(KDRT/jumlah Rumah tangga) 0,02 0,012
(angka)
Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur 28,33 5,50
(persen)
Partisipasi angkatan kerja perempuan (persen) 97,12 53,70
Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan

87,48 -
dan anak korban kekerasan (persen)
Rasio APM perempuan/laki-laki di SD (angka) 94,96 100,99
Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP (angka) 97,56 106,48
Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA (angka) 114,45 102,46
Pangan
Persentase cadangan pangan masyarakat 10 20,56%
(persen)
Ketersediaan pangan utama (padi) (%) 15,11 -20%
Ketersediaan pangan utama (jagung) (%) 0,16 -
Ketersediaan energi (kkal/kapita/hari): 6150,11 3,433
Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari): 100,37 100,18
Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 0.84 93,85
(angka)
Persentase penanganan daerah rawan pangan 57.404 150%
(persen)
Pertanahan
Persentase luas lahan bersertifikat (persen) 10,22 -
Lingkungan Hidup
Tersusunnya RPPLH Provinsi (dokumen) Ada Ada
Terintegrasinya RPPLH dalam rencana Ada Ada

pembangunan provinsi (dokumen)
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Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja

Target Kinerja Tahun

Capaian Tahun 2022

Pembangunan Daerah 2022
Ters.ele'nggaranya KLHS untuk K/R/P daerah Ada Ada
provinsi (dokumen)
Indeks kualitas air (poin) 65,29 57,71
Indeks kualitas udara (poin) 90,38 91,86
Indeks kualitas lahan (poin) 85,47 -
Indeks Kualitas Air Laut (poin) 70,62 88,42
Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA
. 5 6
(jumlah)
Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau
. . 5 6
pengetahuan tradisional (jumlah)
Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak 5 6
pengetahuan tradisional (jumlah)
Penetapan hak MHA (jumlah) 5 6
Terlaksananya pemberian penghargaan Ada Ada
lingkungan hidup (penghargaan)
Emisi GRK (Juta Ton CO%eq) 187.294,85 -5.378
Penduduk dan Capil
Rasio bayi berakte kelahiran (angka) 0,84 -
Penyajian data kependudukan skala provinsi
86 100
dalam 1 tahun (persen)
Ketersediaan database kependudukan skala Tersedia Data
. Ada
provinsi (data) Kependudukan
Telah dilakukan
Penerapan KTP nasional berbasis NIK Sudah Perlerapan KTP.
Nasional Berbasis
NIK
Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta
perkawinan pada semua pasangan yang 100 100
perkawinannya dilaporkan (persen)
Pemanfaatan data kependudukan (persen) 60 7
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa target capaian
Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa
yang memiliki kompetensi dalam tatakelola 4040 -
pemdes (orang)
Cakupan sarana prasarana perkantoran
. . 99,06 -
pemerintahan desa yang baik (persen)
Persentase PKK aktif (persen) 95,94 100%
Posyandu aktif (persen) 100 100%
Jumlah desa mandiri 20 42
Jumlah desa Maju 309 522
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Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja

Target Kinerja Tahun

Capaian Tahun 2022

Pembangunan Daerah 2022
Jumlah desa berkembang 1.217 995
Jumlah desa tertinggal 275 266
Jumlah Desa Sangat Tertinggal 21 17
Jumlah BUMDES berkembang 200 -
Persentase penduduk miskin perkotaan (persen) 7,31 9,13
Persentase penduduk miskin perdesaan (persen) 12,54 13,79
Persentase desa tertinggal dan sangat tertinggal 14.64 15.36
(persen)
Persentase Perkembangan Desa (persen) 16,5 84,64
Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana
Laju pertumbuhan penduduk (LPP) (persen) 1,26 133
Rasio akseptor KB (angka) 0,78 51,09
Angka pemakalaln kontrgsepsn/CPR bagi 78,09 59,91
perempuan menikah usia 15-49 (persen)
Perhubungan
Jumlah arus penumpang angkutan umum (kapal 89013 143,468
laut) (orang)
Rasio ljin Trayek (angka) 0,000008 0.0461
Jumlah uji KIR angkutan umum 15.350 -
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara /Terminal Bis 35 35
Persentase layanan angkutan darat (persen) 8,66 60%
Rasio panjang jalan per jumlah kendarann (angka) 0,01 0,49
Jumlah barang yang terangkut angkatan umum 94.207 7200
(ton)
Rasio Konektivitas Provinsi (angka) 1705 0.574
Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 1 0,21 0,0012
Juta Keberangkatan
Pemasangan rambu-rambu 165 55
Komunikasi dan Informatika
Persentase perangkat daerah (SKPD yang
memiliki akses internet dan terhubung dengan 55 100
jaringan intra pemerintah (persen)
Persentase layanan public G2B yang
diselenggarakan secara online dan terhubung 35 100
dengan system penghubung layanan (persen)
Persentase UPT (bidang pendidikan, bidang 10 Belum tersedianya data
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Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja

Target Kinerja Tahun

Capaian Tahun 2022

(SPBE) (poin)

Pembangunan Daerah 2022
kesehatan, pasar) dan UMKM yang difasilitasi UPT (bidang
untuk implementasi adopsi teknologi digital pendidikan, bidang
(persen) kesehatan, pasar) dan
UMKM yang difasilitasi
untuk implementasi
adopsi teknologi digital
Belum tersedianya
Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan literasi program pelatihan
digital atau program pelatihan bidang digital yang 60 bidang digital yang
difasilitasi pemda (orang) difasilitasi pemda
(orang) pada ASN
Persentase konten informasi terkait program dan
kebijakan pemda termasuk program prioritas
nasional yang termasuk isu strategis pemda (tema 25 3,46
protokol kesehatan, vaksin, stunting) yang
diseminasikan sesuai strategi komunikasi (persen)
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan
kelompok informasi Masyarakat di Tingkat 1,14 1,14
Kecamatan (persen)
merupakan indikator
permendagri 86 Tahun
2017 yang menjadi
Cakupan Layanan Telekomunikasi (Jml Tower) 0,96 kewenangan
pemerintah pusat
(Kominfo RI) sejak
tahun 2017
merupakan indikator
permendagri 86 Tahun
Persentase penduduk yang menggunakan 2017 yang menjadi
HP/telepon (persen) 65,23 kewenangan
pemerintah pusat
(Kominfo RI) sejak
tahun 2017
merupakan indikator
permendagri 86 Tahun
. . 2017 yang menjadi
Proporsi rumah tangga dengan akses internet (Jml
RT x Persentase) (angka) 0.47 kewgnangan
pemerintah pusat
(Kominfo RI) sejak
tahun 2017
merupakan indikator
permendagri 86 Tahun
Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer 2017 yang menjadi
pribadi (angka) 0,55 kewgnangan
pemerintah pusat
(Kominfo RI) sejak
tahun 2017
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 2.39 1,38
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Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja
Pembangunan Daerah

Target Kinerja Tahun

2022

Capaian Tahun 2022

Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Persentase Koperasi aktif (persen)

55,92

66,35

Persentase UKM non BPR/LKM aktif (persen)

54

100

Persentase UMK (Jumlah BPR/LKM) (persen)

100

100

Persentase Koperasi Berkualitas

577

5,80

Persentase Usaha Kecil yang menjadi wirausaha

5,57

6,24

Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan
pinjam untuk koperasi dengan wilayah
keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1
(satu) daerah provinsi

6,00

Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan
kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas
usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi
dengan wilayah keanggotaan lintas daerah
kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

12,00

Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang
dilakukan untuk koperasi dengan wilayah
keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1
(satu) daerah provinsi

7,00

Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor
Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan
wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam
1 (satu) daerah provinsi

13

15,79

Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi
yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan
wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam
1 (satu) daerah provinsi

20

20,00

Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan
untuk koperasi dengan wilayah lintas daerah
kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

0,00

Persentase jumlah anggota Koperasi yang telah
mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan
wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam
1 (satu) daerah provinsi

0,67

0,56

Persentase koperasi yang telah
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan
perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah
keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1
(satu) daerah provinsi

20

26,69

Persentase Koperasi yang diberikan dukungan
fasilitasi Kemitraan untuk koperasi dengan
wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam
1 (satu) daerah provinsi

1,15

4,35

Persentase koperasi yang diberikan dukungan
fasilitasi Pemasaran untuk koperasi dengan
wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam

2,3

2,90
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Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja

Target Kinerja Tahun

Capaian Tahun 2022

Pembangunan Daerah 2022
1 (satu) daerah provinsi
Persentase koperasi yang diberikan dukungan
fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan 345 435
wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam ’ '
1 (satu) daerah provinsi
Persentase Koperasi yang diberikan dukungan
fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha

) . . 20 33,33
untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas
daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi
Persentase jumlah usaha kecil yang diinput ke 897 185
dalam sistem online data system (ODS) ' '
Persentase jumlah usaha kecil yang bermitra 0,22 0,07
Persentase usaha kecil yang diberikan

) 0,72 2,20

pendampingan kelembagaan dan usaha
Rasio Pertumbuhan Wirausaha baru yang 0,09 0.12
berskala kecil
Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan

S 1,15 1,45
dukungan fasilitasi pemasaran
Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan
dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi 0,39 3,20
produk usaha
R§§|o gsaha_kecn yang diberikan dukungan 1,34 1,47
fasilitasi pelatihan
Penanaman Modal
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) 403 1445
Jumlah nilai investasi berskala
nasional(PMDN/PMA) (Rp Juta) 33.750.000 76,440,000
Indeks kepuasan masyarakat (IKM) 93.00 98
Kepemudaan dan Olah Raga
Indeks Pembangunan Pemuda 60,18 52,17
Persentase organisasi pemuda yang aktif (jumlah 54 02
organisasi) '
Cakupan Pelatih yang bersertifikasi (persen) 15 0,33
Jumlah atlet berprestasi 20 7,46
(IBeIanggang/balal remaja (selain milik swasta) 20 0,056
(jumlah)
Statistik
Tersedlanya sistem data dan statistik yang Ada Ada
terintegrasi
Buku "kabupaten dalam angka” Ada Ada
Buku "PDRB’ Ada Ada
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Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja

Target Kinerja Tahun

Capaian Tahun 2022

Pembangunan Daerah 2022
Persandian
Persentase Perangkat daerah yang telah
. S 40 17%
menggunakan sandi dalam komunikasi (persen)
Kebudayaan
Penyelenggara festival seni dan budaya
; 18 4
(event/kegiatan)
Benda, Situs dan kawasan Cagar Budaya yang 675 o5
dilestarikan (benda/situs) '
Jumlah cagar budaya yang dikelola secara 4 4
terpadu
Persentase penduduk yang pernah terlibat
sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni 70.00 30
sebagai sumber penghasilan
Perr_lplnaan dan pengelolaan seni budaya, dan 70.00 o5
perfiliman
Persentase RT yang merasa aman dalam
- : 70.00 40
pelaksanaan nilai budaya di masyarakat
Perse.nta.se penduduk berumur 10 th ke atas yang 70.00 50
mengikuti gotong royong
Persentase CB yang telah ditetapkan 30.00 20
Persentase WB yang telah ditetapkan 30.00 20
Persentase penduduk (10 th) ke atas yang 30.00 30
menggunakan bahasa daerah
Perseqtase pengluduk >10 th menonton 30.00 30
pertunjukan seni
Per;entase pen_duduk >10 th mengunjungi 30.00 30
peninggalan sejarah
Persentase RT menyelenggarakan ucapan adat 30.00 20
Perser?tase penQuduk >10 th yang terlibat pelaku 70.00 o5
pertunjukan seni
Persentase RT menyelenggarakan upacara adat 70.00 25
Jumlah grup kesenian per 10000 penduduk 0.90 0,90
Persentase penduduk >10 th mengakses internet
) 70.00 30
kegiatan kebudayaan daerah
Persentase penduduk > 10 th yang mengunjungi 70.00 20
perpustakaan/TBM
Peningkatan dan pengelolaan museum 8.500 koleksi BCB 8000
Perpustakaan
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun 10377
(orang) 26.065
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan
daerah (buku) 52492,8 373.096
Rasio perpustakaan persatuan penduduk (angka) 0,18 0,15Persentase
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Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja

Target Kinerja Tahun

Capaian Tahun 2022

Pembangunan Daerah 2022
Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun
865

(orang) 2.172
Jumlah koleksi judul buku perpustakaan 2654 68.174
Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai 29
yang memiliki sertifikat (orang) 38
Kearsipan
Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara 1 1
baku (pengelolaan arsip secara baku) (SKPD)
Peningkatan SDM pengelola kearsipan (orang) 8 14
Urusan Pemerintahan Pilihan
Pariwisata
Nilai tambah ekonomi kreatif (Rp milyar) 50 -
Capaian Kunjungan Wisata (persen) 80,88 92,57
Rata-rata Lama kunjungan Wisata (hari) 35 4-5 hari
Lama kunjungan Wisata (Wisman) (hari) 1 4-5 hari
Lama kunjungan Wisata (Wisnus) (hari) 6 4-5 hari
Jumlah Teknologi informasi pemasaran pariwisata 3 1
Jumlah kegiatan promosi pariwisata (kegiatan) 4 7
Jumlah ekonomi kreatif yang dikembangkan (unit) 9 16
Jumlah promosi dan pemasaran ekonomi kreatif 4 5
pariwisata (kali)
Jumlah hasil ekonomi kreatif yang dipromosikan 9 8
(kali)
Jumlah potensi baru pariwisata (objek) 2 30
Pertanian
Kontribusi Sub Pertanian terhadap PDRB (ADHB) 22 39 14,03
(persen) '
Kontribusi Sub Pertanian terhadap PDRB (ADHK) 20.84 15,82
(persen) ’
Kontribusi sektor Tanaman Pangan terhadap 274 2,45
PDRB (ADH-Berlaku) (persen) '
Kontribusi sektor Tanaman Hortikultura terhadap 413 1,69
PDRB (ADH-Berlaku) (persen) '
Peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi

. 11 1,11
dan jagung) (Persentase) (persen)
Produktivitas padi atau bahan industri pangan utama lokal lainnya per hektar (ton/ ha)
Padi 4,51 4,45
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Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja

Target Kinerja Tahun

Capaian Tahun 2022

Pembangunan Daerah 2022

Jagung 4,31 4,65
Kedelai 1,05 1,02
Kacang Tanah 0,93 1,16
Kacang Hijau 0,49 0,94
Ubi Kayu 29,28 23,48
Ubi Jalar 18,75 18,90
Tomat 14,15 15,15
Cabe rawit 6,24 6,35
Bawang merah 5,05 5,18
Durian 1,95 16,92
Perkebunan, Peternakan dan Hewan target capaian
Kontribusi sub sektor Perkebunan terhadap PDRB

7,69 8,20
(ADH-Berlaku) (persen)
Kontribusi sub sektor Peternakan terhadap PDRB 16 140
(ADH-Berlaku) (persen) ' '
Peningkatan produktivitas tanaman perkebunan 12 )
(Persentase) '
Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan (Kg/Ha)
Kelapa Dalam 1.211 1.190
Cengkeh 450 414,0
Kopi 607 620
Kakao 745 699
Kelapa Sawit 2.858 175
Pala 0,26 3.350
Populasi Ternak Sapi (Ekor) 468.796 458.057
Persentase peningkatan produktivitas peternakan 8 )
(persen)
Cakupan Bina Kelompok Tani Perkebunan 59
(persen) 48,01
Cakupan Bina Kelompok Peternak (persen) 40,51 29 98
Kehutanan
Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (ha) 0,184 1183
Kerusakan Kawasan Hutan (ha) 0,0083 0,0083
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Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja

Target Kinerja Tahun

Capaian Tahun 2022

Pembangunan Daerah 2022

Rasio kawasan lindung (angka) 0,298 0,663
Energi dan Sumber Daya Mineral
Persentase rumah tangga pengguna listrik 98,84 98,84
(persen)
Persentase desa teraliri listrik(persen) 99,9 99,9
Perdagangan
Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD) 5.203,94 7886,81
Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan 04-Jun 79
harga barang kebutuhan pokok (Persentase) '
Inflasi pangan bergejolak (Persentase) 03-May 4,14
Perindustrian
!\ll|al ekspor produksi industry non-migas (US$ 1371 12,44
juta)
Jumlah tenaga kerja di sektor industry (jiwa) 67.911 133251
Cakupan bina pelaku IKM (persen) Nov-14 12,43
Transmigrasi
Indeks pengembangan kawasan transmigrasi 53 51,42
(angka)
Persentase trasmigran dalam binaan yang 30,61

. 25,89
berhasil (persen)
Jumlah KK transmigran yang di bina (RT) 1738 588
Perikanan
Produksi Perikanan (ton) 1.491.003,02 902.662,45**
Persentase produksi (persen) 85 60,54**
- Produksi Perikanan Budidaya 1.238.813,65 700.825,35
- Produksi Perikanan Tangkap 252.189,37 205.198,207*
Produksi Perikanan yang diolahan (Kg) 3.185,89 13.079.322*
Konsumsi lkan ( Kg / Kap /Thn) 55,39 67,04*
Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB ( 4.68 5,88+
ADH Berlaku, Persentase )
Cakupan Bina Kelompok Nelayan (persen) 59,89 64,54
Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (ton) 0,26 0,26*

Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam
batasan biologis yang aman (persen)

< 50Persentase

< 50Persentase*

Nilai Tukar Nelayan

108,98

104,4
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Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja

Target Kinerja Tahun

Capaian Tahun 2022

Pembangunan Daerah 2022
Nilai Tukar Pembudidaya 100 105,12
Penanganan kasus pelanggaran bidang kelautan
. 87 100
dan perikanan (kasus)
Jumlah.Han Operasi Pengawasan SDKP (hari 200 298
Operasi)
Rasio kawasan I.|nd.ung perairan terhadap total 1914 18,21
luas perairan teritorial (angka)
2.3. Urusan Penunjang
2.3.1. Perencanaan Pembangunan
Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah 73 Dalam Proses
(angka) Perhitungan
Penjabaran Konsistensi Program RPJIJMD kedalam 100 Dalam Proses
RKPD (persen) Perhitungan
Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam 100 Dalam Proses
APBD (persen) Perhitungan
Keuangan
Kategori Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah baik C
Opini BPK terhadap laporan keuangan WTP -
Kontribusi PAD terhadap total pendapatan 33,27 31,37
(persen)
Kepegawaian dan Diklat
Indeks profesionalitas ASN (angka) 61-70 37,59
Persgntase ASN yang mengikuti pendidikan dan 20.97 30,21
pelatihan formal (persen)
Persentase Pejabat ASN yang telah manejerial
62.40 -
(persen)
Penelitian dan pengembangan
Persentase implementasi rencana kelitbangan. 100 100
(persen)
Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan. 100 100
(persen)
Persentase perangkat daerah yang difasilitasi
; . 100 100
dalam penerapan inovasi daerah. (persen)
Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di 100 100
daerah. (persen)
Pengawasan
Persentase tindak lanjut temuan (persen) 100 78,33
Persentase pelanggaran pegawai (persen) 100 -
Kesekretariatan Daerah
Status Kinerja LPPD Tinggi -
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Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja

Target Kinerja Tahun

Capaian Tahun 2022

Pembangunan Daerah 2022
Indeks Kualitas Kebijakan 83-85 79,55
MoU (Perjanjian kerja sama) 12 39
Indeks kepatuhan terhadap standar pelayanan
. 95,78 -
publik
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 80 88,56
Jumlah kajian akademik persiapan DOB
2 1
(dokumen)
Sekwan
Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap tersedia tersedia
Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi (dokumen)
Tersusun dan terintegrasinya Program-Program
Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi
Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan . .
tersedia tersedia

Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima
Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana
Tahunan (RKPD) (dokumen)

Terintegrasi program-program DPRD untuk
melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan
Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen
Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan
DPRD (dokumen)

Terintegrasi

Terintegrasi

2.4. ASPEK DAYA SAING

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Total pengeluaran rumah tangga (Rp) 1.121.395 -
Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan

. 48,02 -
Perkapita (persen)
Total Pengeluaran RT Non Pangan (Rp) 538.452 belum ada data
Nilai Tukar Petani (poin) 101,58 101,88
Indeks Inovasi Daerah (angka) 3.350 45,55
Indeks Daya Saing Daerah (angka) 2,91 3,23
2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (angka) 0,01 0,49
Jumlah arus penumpang angkutam umum (kapal 89013 143,468
laut) (orang)
Jumlah or?ng melalui dermaga/bandara/terminal 94.207 191.402
pertahun (jiwa)
Jenis dan jumlah bank dan cabang (unit) 900 -
2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi
Angka kriminalitas (kasus) 5.863 -
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Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja | Target Kinerja Tahun Capaian Tahun 2022

Pembangunan Daerah 2022
Rasio Ekspor + Impor/ pdrb( indikator keterbukaan
. 1,04 -
ekonomi) (angka)
Fokus Sumberdaya Manusia
Kualitas tenaga kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3) 89,75 -
Rasio Ketergantungan (angka) 50,54 46,00

Sumber: BAPPEDA Prov. Sulawesi Tengah 2022

Catatan :

Berdasarkan Tabel Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Terdapat Beberapa
SKPD belum terealisir, hal ini disebabkan pada saat penyusunan laporan keuangan
pemerintah daerah unaudited masih dalam proses perhitungan oleh SKPD masing-
masing. Realisasi target indikator kinerja tersebut diatas masih mengalami perubahan

sampai selesainya laporan dibuat dan disusun oleh SKPD.

e ——————————
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BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan dinyatakan bahwa entitas pelaporan adalah unit pemerintah
daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas
pelaporan adalah pemerintah daerah atau satuan organisasi dilingkungan pemerintah
daerah atau organisasi lainnya jika memenuhi peraturan perundang-undangan satuan
organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan daerabh.

Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah
Daerah Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai entitas akuntansi yang wajib menyusun
dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran,
Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan
Keuangan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang ditunjuk
sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) ditetapkan sebagai Entitas
pelaporan Keuangan Daerah yang wajib menyusun dan menyajikan Laporan
Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang mencakup atau
merupakan gabungan dari seluruh laporan keuangan SKPD yang terdiri dari Neraca,
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan
Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas

Laporan Keuangan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengimplementasikan Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Peraturan tersebut menjadi salah satu
pedoman dalam melaksanakan fungsi akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Provinsi Tahun 2022. Disamping mengacu pada Peraturan Gubernur ini
juga secara teknis tetap berpedoman pada peraturan pemerintah tentang standar

akuntansi pemerintahan yang berlaku saat ini.
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Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah menggantikan Peraturan Gubernur Nomor 19 tahun 2014 tentang
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Peraturan
Gubernur Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur
Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi

Sulawesi Tengah

4.2 Basis Akuntansi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan
Akuntansi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menerapkan kebijakan
akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan
peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan
saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi
Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga Pendapatan-LRA diakui pada
saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD dan Belanja
diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau
dikeluarkan oleh SKPD.

Basis kas maupun basis akrual yang mendasari Penyusunan Laporan
Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 mengacu pada Standar
Akuntansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010
Lampiran I, akan tetapi penyajiannya berdasarkan permendagri Nomor 77 Tahun
2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Dengan maksud
bahwa pihak-pihak yang berkepentingan dapat memahami terutama dalam rangka

membandingkan antara realisasi dengan anggaran yang telah ditetapkan.

4.3 Basis Pengukuran Dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam kajian ini disajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis
pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah (aset, kewajiban dan
ekuitas) mencakup pula proses penetapan nilai aset, yang diuraikan lebih lanjut

sebagai berikut:
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4.3.1 Kebijakan Pengukuran Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi
Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Surplus/(Defisit)-LRA, dan pembiayaan dari
entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan
anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam
mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi,
akuntabilitas dan ketaatan entitas akuntansi dan entitas pelaporan terhadap anggaran

dengan:

1) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber

daya ekonomi;

2) menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang
berguna dalam mengevaluasi kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar cash basis, maka
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun berdasarkan cash basis, berarti bahwa
pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening
Kas Umum Daerah atau oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah; serta Belanja,
Transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening
Kas Umum Daerah atau oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengabh.

Pengakuan atas Pendapatan dan Belanja berdasarkan cash basis dimana
Pendapatan diakui sesuai dengan hak yang diterima pada tahun yang bersangkutan.
Belanja diakui sesuai dengan kewajiban yang dilaksanakan untuk tahun yang
bersangkutan.

1. Pendapatan
a. Pendapatan adalah merupakan semua penerimaan di Rekening Kas Umum

Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran

bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar

kembali oleh Pemerintah Daerah.
b. Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau

entitas pelaporan. Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerima di

SKPD yang belum disetor ke Kas Daerah pada akhir tahun diakui sebagai

pendapatan ditangguhkan.
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c. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan
melakukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah
dikompensasikan dengan pengeluaran).

d. Entitas pelaporan menyajikan Kklasifikasi pendapatan menurut jenis
pendapatan dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut
disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Belanja

a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah
yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
pemerintah.

b. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum
Daerah dan khusus pengeluaran melalui Bendahara pengeluaran
pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran
tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

c. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, beban diakui dengan mengacu
pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan
umum.

d. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi
dan fungsi. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis
belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran.

3. Transfer

a. Transfer adalah Penerimaan/Pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan
dari’lkepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana
bagi hasil.

b. Transfer masuk adalah merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan
lain. Misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat.

c. Transfer keluar adalah merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan
ke entitas pelaporan lain, misalnya pengeluaran dana bagi hasil oleh
Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi
Sulawesi Tengah.

d. Transfer masuk dicatat sebesar penerimaan uang dari entitas pelaporan ke

entitas pelaporan lain.
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e. Transfer keluar dicatat sebesar pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke

entitas pelaporan lain.

4. Surplus atau Defisit

a. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama periode
pelaporan

b. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu
periode pelaporan

c. Surplus/Defisit dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara pendapatan dan
belanja selama periode pelaporan.

5. Pembiayaan

a. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik
penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu atau akan diterima kembali.
Dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk
menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

b. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum
Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi
pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali
pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen
lainnya dan pencairan dana cadangan.

c. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum
Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan
modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dan
pembentukan dana cadangan.

d. Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah
dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

e. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas
Umum Daerah.

f.  Akuntansi Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto
yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah
nettonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

g. Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas

Umum Daerah.

LKPD Provingi Sulawesi Tengah Tahun 2022 (Audited) Bab IV -77



6.

h. Pembiayaan Netto dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara penerimaan

dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

a. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih kurang antara

realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

b. Selisih lebih/kurang antara realisasi Pendapatan dan belanja selama satu

periode pelaporan dicatat dalam Pos SiLPA/SIKPA.

4.3.2 Kebijakan Pengukuran Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan

atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan tahun

sebelumnya.

4.3.3 Kebijakan Pengukuran Neraca

1.

Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan

atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak

tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka

pendek, piutang, dan persediaan.

a. Kas di Kas Daerah

1)

2)

3)

4)

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat
dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. Kas di Kas
Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah
tanggungjawab Bendahara Umum Daerah. Terdiri dari saldo rekening
Kas Daerah, setara kas seperti surat utang Negara dan deposito kurang
dari tiga bulan dan uang tunai di Bendahara Umum Daerah.

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi
menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal
31 Desember. Nilai setara kas ditentukan sebesar nilai nominal deposito
atau surat utang negara.

Tidak termasuk Kas di Kas Daerah, Perhitungan Fihak Ketiga berupa
PPh Pasal 21, iuran bapertarum dan iuran wajib pegawai lainnya yang
masih harus disetorkan ke kas negara.

Rincian Kas di Kas Daerah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan

Keuangan.
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b. Kas di Bendahara Penerimaan

1) Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo
rekening di bank dan uang tunai, yang berada di bawah tanggung
jawab Bendahara Penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan
yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan, yang belum
disetorkan ke Kas Daerah.

2) Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi
menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada
tanggal 31 Desember tahun 2022.

3) Kas yang ada di Bendahara Penerimaan diklasifikasikan dalam ekuitas
sebagai Pendapatan Yang Ditangguhkan.

c. Kas di Bendahara Pengeluaran

1) Merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap
SKPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang belum
disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara
Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran,
uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada
Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca.

2) Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi
menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal
31 Desember tahun 2022.

d. KasdiBLUD

Kas di BLUD adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank bersumber dari

pendapatan retribusi kegiatan Pelayanan Rumah Sakit, yang setiap saat

digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Badan Layanan Umum

Daerah.

e. Kas Lainnya

Kas Lainnya mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun

saldo uang tunai yang pengelolaannya diluar mekanisme Kas Daerah dan

BLUD serta menjadi tanggung jawab entitas pelaksana teknis.

f.  Investasi Jangka pendek

1) Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan

dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau

kurang. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik: dapat
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segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen
kas, artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila
timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah.

2) Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai
pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai
belanja dalam laporan realisasi anggaran. Apabila investasi dalam
bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi
dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu
sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan
setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan
untuk memperoleh investasi tersebut.

g. Piutang

1) Merupakan hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari
entitas lain termasuk wajib pajak/wajib bayar atas kegiatan yang
dilaksanakan pemerintah daerah, mencakup Piutang Pajak dan
Retribusi, Piutang Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Bagian Lancar
Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan
dan Ganti Rugi dan Piutang Lainnya.

2) Piutang dicatat sebagai aset lancar sebesar nilai jatuh tempo dalam
tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke
depan berdasarkan SKTJM atau SKP2PS; dan sebagai aset lainnya
terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

3) Piutang harus disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net
realizable value). Namun Piutang merupakan aset yang mempunyai
kemungkinan tidak tertagih. Oleh sebab itu perlu dilakukan penyesuaian
nilai piutang atau dengan melakukan estimasi nilai piutang yang tidak
tertagih agar nilai aset yang disajikan secara wajar dalam laporan
keuangan dan menghindari salah saji material sehingga mempengaruhi
keputusan pengguna laporan keuangan.

4) Untuk mengestimasi nilai piutang tidak tertagih dapat dilakukan dengan
menyusun daftar umur piutang (aging schedule). Piutang dalam aging
schedule dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur
maupun penentuan besaran yang akan disisinkan.

Penggolongan Kualitas Piutang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
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1) Untuk Jenis Penyisihan Piutang Pajak

a) Kualitas lancar;
Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan
sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (kurang dari 1
tahun).

b) Kualitas kurang lancar;
Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1

(satu) sampai dengan 2 (dua) tahun belum dilakukan pelunasan.

c) Kualitas diragukan;
Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 2 (dua)

tahun sampai dengan 5 (lima) tahun belum dilakukan pelunasan.

d) Kualitas macet.
Kualitas macet adalah piutang yang dalam jangka waktu diatas 5

(lima) tahun belum dilakukan pelunasan.
2) Untuk Jenis Penyisihan Piutang Objek Retribusi

a) Kualitas lancar;
Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan
sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (0 sampai

dengan 1 bulan).

b) Kualitas kurang lancar;
Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1

(satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan belum dilakukan pelunasan.

c) Kualitas diragukan;
Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 3 (tiga)

sampai dengan 12 (dua belas) bulan belum dilakukan pelunasan.

d) Kualitas macet.
Kualitas macet adalah piutang yang dalam jangka waktu lebih dari 12

(dua belas) bulan belum dilakukan pelunasan.
3) Untuk Jenis Penyisihan Piutang bukan Pajak dan Retribusi

a) Kualitas lancar;
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Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai

dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

b) Kualitas kurang lancar;
Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan
terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan

pelunasan.

c) Kualitas diragukan;
Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan
terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan

pelunasan.

d) Kualitas macet.
Kualitas macet apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan
terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan
pelunasan.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:

1) 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas

lancar;

2) 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar

setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;

3) 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan

setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan

4) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah

dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
h. Beban Dibayar dimuka

1) Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk
membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga
menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.

2) Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum
menimbulkan kewajiban.

3) Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas
yang dikeluarkan/ dibayarkan.

4) Perhitungan jatuh tempo beban dibayar dimuka dihitung berdasarkan:
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a) Jika jatuh tempo terhitung mulai tanggal 1 s.d 15 bulan berjalan maka
perhitungan beban dibayar dimuka di mulai dibulan berkenaan.
b) Jika jatuh tempo terhitung diatas tanggal 15 bulan berjalan maka
perhitungan beban dibayar dimuka di mulai dibulan berikutnya.
i. Persediaan

1) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan
yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah,
dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan
dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2) Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan
diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang
dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau
hak kepemilikannya dan atau kepenguasaannya berpindah.

3) Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil
inventarisasi fisik.

4) Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam
neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Aset Non Lancar diklasifikasikan meliputi investasi jangka panjang, aset tetap,
dana cadangan, dan aset lainnya. Investasi jangka panjang dibagi atas Investasi

Permanen dan Investasi Non permanen.

a. Investasi Permanen

1) Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan
untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi Permanen tidak dimaksudkan
untuk diperjualbelikan tetapi untuk mendapatkan deviden dan atau
pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga
hubungan kelembagaan. Bentuk investasi permanen antara lain:
penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan daerah,
lembaga keuangan, atau badan hukum lainnya, investasi permanen
lainnya yaitu jenis investasi permanen yang tidak tercakup di atas.

2) Investasi Permanen Lainnya dinilai berdasarkan harga perolehan
termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh
kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

b. Investasi Non Permanen
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1) Investasi Non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak
termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki
secara tidak berkelanjutan, artinya kepemilikan investasi yang
berjangka waktu lebih dari 12 bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki
terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikannya atau
menarik kembali. Bentuk investasi non permanen antara lain:
investasi dalam dana bergulir, investasi dalam obligasi, dan investasi
dalam penyertaan modal pada proyek pembangunan.

2) Investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang
dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu sebesar nilai kas yang
dipegang ditambah saldo yang bisa ditagih. Investasi dalam obligasi
dinilai sebesar nilai nominal obligasi. Investasi dalam penyertaan
modal pada proyek pembangunan dinilai sebesar biaya pembangunan
termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain
yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek
tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

3. AsetTetap

a. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari
12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau
dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap,
suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria: mempunyai masa
manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur
secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

b. Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan
menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap
didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

c. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi
biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung
termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga
listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan

dengan pembangunan aset tetap tersebut.
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d. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan/atau
melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai
tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan
sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi dalam
pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

e. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang
masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di
masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau
peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan (dikapitalisasi) pada nilai
tercatat aset yang bersangkutan.

f.  Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang
dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang
bersangkutan.

g. Akumulasi penyusutan (accumulated depreciaton) adalah bagian dari biaya
perolehan aset tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aset tersebut
diperoleh. Akumulasi penyusutan aset tetap merupakan akun kontra aset
tetap yang berhubungan.

h. Penyusutan aset tetap diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-masing
periode dan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca
dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

i. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak
dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan
pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

j-  Masa manfaat adalah Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk
aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau Jumlah produksi atau
unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan
dan/atau pelayanan publik.

Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel di

bawah ini:
Tabel 4.1
Masa Manfaat Aset Tetap
Masa

Kodifikasi Uraian Manfaat
(Tahun)

3 ASET TETAP

1 |3 |2 Peralatan dan Mesin
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Masa
Kodifikasi Uraian Manfaat
(Tahun)
1 13|21 Alat Besar
1 (3|2 |1 1 | Alat-Alat Besar Darat 10
1 1312 |1 2 | Alat-Alat Besar Apung 8
1 13|21 3 | Alat-alat Bantu 7
1 /3 (2|2 Alat Angkutan
1 131212 1 | Alat Angkutan Darat Bermotor 7
1 131212 2 | Alat Angkutan Berat Tak
Bermotor
1 131212 3 | Alat Angkut Apung Bermotor 10
1 131212 4 | Alat Angkut Apung Tak 3
Bermotor
1 131212 S | Alat Angkut Bermotor Udara 20
1 /3 (2|3 Alat Bengkel dan Alat Ukur
1 131213 1 | Alat Bengkel Bermesin 10
1 |3 |2 |3 |2 |Alat Bengkel Tak Bermesin S
1 {3 (2|3 |3 |AlatUkur S
1 3|2 |4 Alat Pertanian
1 1312 |4 1 | Alat Pengolahan Pertanian 4
1 {3 |2 |4 |2 |AlatPemeliharaan
Tanaman/Alat Penyimpan 4
Pertanian
1 |3 |2 |5 Alat Kantor dan Rumah
Tangga
1 131215 1 | Alat Kantor S
1 /3|25 Alat Rumah Tangga S
1 |3 |2 |5 |3 | MejaDan Kursi Kerja/Rapat
Pejabat 5
1 |3 |2 |6 Alat Studi, Komunikasi dan
Pemancar
1 |3 |26 1 | Alat Studio S
1 (|3 ]2 |6 2 | Alat Komunikasi S
1 |3 ]2 |6 3 | Peralatan Pemancar 10
1 |3 |2 |6 |4 |Peralatan Komunikasi Navigasi 20
1 |3 (2|7 Alat Kedokteran dan
Kesehatan
1 131|127 1 | Alat Kedokteran S
1 131|127 Alat Kesehatan Umum S
1 3|2 |8 Alat Laboratorium
1 |3 ]2 |8 1 Unit Alat Laboratorium 8
1 |3 ]2 |8 2 | Unit Alat Laboratorium Kimia
. 15
Nuklir
1 218 3 | Alat Peraga/Praktek Sekolah 10
1 |3 ]2 |8 4 | Alat Laboratorium Fisika Nuklir 15
/ Elektronika
1 131218 S | Alat Proteksi Radiasi / Proteksi 10
Lingkungan
1 131218 6 | Radiation Aplication and Non 10
Destructive Testing Laboratory
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Masa
Kodifikasi Uraian Manfaat
(Tahun)
(BATAM)
1 131218 7 | Alat Laboratorium Lingkungan 7
Hidup
1 (3 ]2 |8 8 | Peralatan Laboratorium 15
Hidrodinamika
1 (3 ]2 |8 9 | Alat Laboratorium Standarisasi 10
Kalibrasi dan Instrumntasi
1 3 (2]|9 Alat Persenjatan
1 131219 1 Senjata Api 10
1 {3219 2 | Persenjataan Non Senjata Api 3
1 131219 3 | Senjata Sinar S
1 131219 4 | Alat Khusus Kepolisian S
1 3|2 10 Komputer
1 13 |2 ]10 |1 Komputer Unit 4
1 |3 |2 |10 |2 |Peralatan Komputer 4
1 3 (2|11 Alat Eksplorasi
1 |3 |2 |11 |1 | AlatEksplorasi Topografi S
1 |3 |2 |11 |2 | Alat Eksplorasi Geofisika 10
1 3|2 12 Alat Pengeboran
1 |3 |2 |12 |1 | AlatPengeboran Mesin 15
1 |3 |2 |12 |2 | Alat Pengeboran Non Mesin S
1 3|2 |13 Alat Produksi, Pengolahan
dan Pemurnian
1 (3213 |1 | Sumur S
1 |3 |2 |13 |2 | Produksi 5
1 |3 |2 |13 |3 |Pengolahan dan Pemurnian 15
1 3|2 14 Alat Bantu Eksplorasi
1 |3 |2 |14 |1 | Alat Bantu Eksplorasi 15
1 |3 |2 |14 |2 | Alat Bantu Produksi 15
1 |3 |2 |15 Alat Keselamatan Kerja
1 |3 |2 |15|1 | AlatDeteksi S
1 |3 |2 |15]|2 | AlatPelindung S
1 |3 |2 |15|3 |Alat SAR 5
1 |3 |2 |15 |4 | Alat Kerja Penerbangan 15
1 3|2 |16 Alat Peraga
1 |3 |2 |16 |1 | Alat Peraga Pelatihan dan
Percontohan 10
1 |3 |2 |17 Peralatan Proses/Produksi
1 |3 |2 |17 |1 | Unit Peralatan Proses/Produksi 10
1 3|2 /|18 Rambu-Rambu
1 |3 |2 |18 |1 |Rambu-Rambu Lalu Lintas 10
Darat
1 |3 |2 |18 |2 |Rambu-Rambu Lalu Lintas 10
Udara
1 |3 |2 |18 |3 |Rambu-Rambu Lalu Lintas 10
Laut
1|3 |2 |19 Peralatan Olahraga
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Masa
Kodifikasi Uraian Manfaat
(Tahun)
1 |3 |2 |19 |1 |Peralatan Olahraga S
1 13 |3 Gedung dan Bangunan
1 3|3 Bangunan Gedung
1 13|31 1 | Bangunan Gedung Tempat 50
Kerja
1 13|31 2 | Bangunan Gedung Tempat
Tinggal 50
1 3|2 Monumen
1 3|2 1 Candi/Tugu 50
Peringatan /Prasasti
1 3|3 |3 Bangunan Menara
1 (3|3 |3 Bangunan Menara Perambuan 40
1 3|3 |4 Tugu Titik Kontrol/Pasti
1 13 |3 |4 1 | Tugu/Tanda Batas 50
1 |13 |4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan
1 3 (4|1 Jalan dan Jembatan
1 |3 (4|1 1 | Jalan 10
1 13141 2 | Jembatan 50
1 3 (4|2 Bangunan Air
1 |13 1|4 |2 1 | Bangunan Air Irigasi 50
1 |13 1|4 |2 2 | Bangunan Air Pasang Surut 50
1 |13 1|4 |2 3 | Bangunan Pengembangan Rawa
dan Polder 25
1 1314 |2 4 | Bangunan Pengaman Sungai
dan Penanggulangan Bencana 10
Alam
1 13|42 S | Bangunan Pengembangan 30
Sumber Air dan Air Tanah
1 13|42 6 | Bangunan Air Bersih/Baku 40
1 13|42 7 | Bangunan Air Kotor 40
1 |3 4|3 Instalasi
1 13|43 1 | Instalasi Air Bersih/ Air Baku 30
1 131|143 2 | Instalasi Air Kotor 30
1 13|43 3 | Instalasi Pengolahan Sampah 10
1 13|43 4 | Instalasi Pengolahan Bahan 10
Bangunan
1 |3 |4 |3 |5 |Instalasi Pembangkit Listrik 40
1 |3 (4 |3 6 | Instalasi Gardu Listrik 40
1 {3 (4 |3 7 | Instalasi Pertahanan 30
1 {3 (4 |3 8 | Instalasi Gas 30
1 13|43 9 | Instalasi Pengaman 20
1 {3 (4 |3 10 | Instalasi Lain
1 3 (4 4 Jaringan
1 13 |4 |4 1 | Jaringan Air Minum 30
1 |3 |4 |4 |2 |Jaringan Listrik 40
1 |3 |4 |4 |3 |Jaringan Telepon 20
1 |13 |4 |4 |4 |Jaringan Gas 30
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Masa

Kodifikasi Uraian Manfaat
(Tahun)
3|5 |7 Aset Tetap Dalam Renovasi
1 |3 |57 1 Peralatan dan Mesin Dalam 5
Renovasi
1 13|57 1 Gedung dan Bangunan Dalam 40
Renovasi
1 13|57 1 | Jalan, Irigasi dan Jaringan
. 10
Dalam Renovasi

Perhitungan penyusutan berdasarkan Pendekatan Tahunan, dengan
Penyajian Laporan Penyusutan secara semesteran.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line
method), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-
masing periode dengan jumlah yang sama.

Metode garis lurus atau straight line method adalah metode penyusutan
dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama
umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena
metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.
Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah dan konstruksi

dalam pengerjaan.

4. Dana Cadangan

a.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung
kebutuhan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu
tahun anggaran.

Pembentukan dan peruntukkan Dana Cadangan diatur dengan
Peraturan Daerah tersendiri. Dana Cadangan di nilai sebesar nilai nominal
Dana Cadangan yang dibentuk. Jenis dan peruntukkan Dana Cadangan

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Aset Lainnya

a.

Aset Tak Berwujud dinilai sebesar nilai perolehan dikurangi dengan biaya-
biaya yang tidak dapat di kapitalisasi.

Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari
kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah
dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas

negara/kas daerah.
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c. Setiap akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh
tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian
lancar tagihan penjualan angsuran (aset lancar).

d. Reklasifikasi berbagai jenis aset tetap yang telah tercatat pada aset tetap
namun karena beberapa hal aset tersebut belum dapat dijelaskan
diantaranya aset rusak berat, usulan penghapusan yang belum terbit surat
keputusan penghapusan, dan lain-lain maka sementara dipindahkan ke aset
lain-lain.

6. Kewajiban meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
Klasifikasi kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar (jatuh tempo
pembayaran) dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban lainnya
diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek
1) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika

diharapkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal

pelaporan.

2) Kewajiban ini mencakup: Utang kepada Pihak Ketiga, Utang Bunga,
Utang Perhitungan Fihak Ketiga, Pendapatan diterima di muka dan
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.

3) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat
kewajiban timbul.

4) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang
asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang asing menggunakan
kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

5) Perhitungan jatuh tempo pendapatan diterima di muka dihitung
berdasarkan :

a) Jika jatuh tempo terhitung mulai tanggal 1 s.d 15 bulan berjalan
maka perhitungan pendapatan diterima di muka di mulai dibulan
berkenaan.

b) Jika jatuh tempo terhitung diatas tanggal 15 bulan berjalan maka
perhitungan pendapatan diterima di muka di mulai dibulan
berikutnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang
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1) Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang diharapkan
akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan
setelah tanggal neraca.

2) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat
kewajiban timbul. Utang kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana
yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila
pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan
sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai
bagi hasil yang dibayarkan.

3) Kilasifikasi ekuitas dana meliputi ekuitas dana lancar (termasuk SiLPA),
ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan.

7. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih
antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.
Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan
Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh
Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih
evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas
(LPE).

4.3.4 Kebijakan Pengukuran Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan,
perubahan kas selama satu periode akuntansi (tahun 2022), dan saldo kas dan
setara kas pada tanggal pelaporan (per 31 Desember 2022), yang diklasifikasikan
berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pembiayaan, dan
aktivitas non-anggaran.

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan,
perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan
setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan Arus Kas menyajikan informasi
penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan
berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non
anggaran. Kebijakan akuntansi terkait Laporan Arus Kas:

1.  Laporan Arus Kas harus disajikan dengan menggunakan metode langsung.

2. Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifathya sama
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dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat
berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.

Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain,
yang peruntukkannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan
modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian
dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini
dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Investasi pemerintah daerah dalam perusahaan daerah dan kemitraan
dicatat dengan menggunakan metode biaya, yaitu sebesar nilai
perolehannya.

Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam

Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca.

4.3.5

Kebijakan Pengukuran Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur yakni Pendapatan-LO dan

Beban-LO. Pengakuan atas Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan Acrual Basis

dimana mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan

peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau

dibayar.
1. Pendapatan-LO

a. Pendapatan—-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan
tidak perlu dibayar kembali.

b. Pendapatan—LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi
menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan
menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah,
pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, Pendapatan Non
Operasional dan Pos Luar Biasa. Masing-masing pendapatan tersebut
diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

c. Pendapatan—-LO dapat diakui:

1) Pada saattimbulnya hak atas pendapatan;
2) Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber
daya ekonomi.

d. Pendapatan—-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan
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pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah
dikompensasikan dengan beban).
2. Beban-LO
a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode
pelaporan yang menurunkan Ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau
konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai

kekayaan bersih. Beban terdiri dari:

1) Beban Operasi
2) Beban Transfer
3) Beban Non Operasional

4) Beban Luar Biasa

b. Beban dapat diakui pada saat :

1) Timbulnya kewajiban;

2) Terjadinya konsumsi aset; dan

3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

c. Beban diukur sesuai dengan:

1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang
timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi
jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika

barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

4.3.6 Kebijakan Pengukuran Laporan Perubahan Ekuitas

1. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan
ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

2. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh
Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan,
selisih revaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan
Perubahan Ekuitas (LPE).
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4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada
dalam SAP

441 Koreksi Kesalahan

1. Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai
dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode
berjalan atau periode sebelumnya.

2. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang
tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang
seharusnya.

Koreksi diakui saat ditemukannya kesalahan.

4, Koreksi diukur sesuai dengan nilai kesalahan yang ditemukan.

4.4.2 Penerapan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Baru

Dalam periode berjalan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah
menetapkan kebijakan akuntansi baru melalui Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun
2022 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan efektif untuk
periode akuntansi yang dimulai pada tanggal 15 Juli 2022. Penyusunan Kebijakan
Akuntansi saat ini untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 huruf ¢ Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah tentang

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
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6.1

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI

NON KEUANGAN SKPD

Kondisi Umum Sulawesi Tengah

Provinsi Sulawesi Tengah terletak di antara 2° 22’ Lintang Utara dan 3° 48’

Lintang Selatan, serta 119° 22’ dan 124° 22 Bujur Timur. Batas-batas wilayahnya:

1.
2.
3.

Sebelah Utara
Sebelah Timur
Sebelah Selatan

Sebelah Barat

: Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo.
: Provinsi Maluku.

. Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan

dan Provinsi Sulawesi Tenggara.

: Selat Makassar.

Luas wilayah Sulawesi Tengah 61.841,29 km? dengan jumlah penduduk

2.966.325 jiwa secara administratif Sulawesi Tengah tahun 2022 dibagi dalam 12

Kabupaten, 1 Kota dengan 175 Kecamatan serta 2.017 desa/kelurahan definitif. Luas

wilayah dan jumlah penduduk per Kabupaten dapat dilihat dalam tabel 6.1 sebagai

berikut:

Tabel 6.1

Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

. Jumlah
No Kabupaten / Kota Lt LEVELE Penduduk DR
(Km2) . Kelurahan
(Jiwa)
1 Banggai Kepulauan 2.488,79 121.684 144
2 Banggai 9.672,70 366.224 337
3 Morowali 3.037,04 167.910 133
4 Poso 7.112,25 248.345 170
5 Donggala 4.275,08 302.965 167
6 Tolitoli 4.079,77 226.796 110
7 Buol 4.043,57 146.628 115
8 Parigi Moutong 5.089,91 443.170 283
9 Tojo Una-una 5.721,15 166.339 146
10 Sigi 5.196,02 261.676 177
11 Palu 395,06 377.030 46
12 Banggai Laut 725,67 70.872 66
13 Morowali Utara 10.004,28 122.240 126
Jumlah 61.841,29 3.021.879 2.020

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten Kota Provinsi Sulawesi Tengah 2010-2020, BPS Sulteng

Sebagaimana yang telah dijelaskan secara umum mengenai batas wilayah

Provinsi Sulawesi Tengah dan juga luas wilayah per Kabupaten dan Kotamadya yang
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terdapat dalam diatas di atas perlu dijelaskan pula batas-batas administrasi yang

terdapat pada setiap wilayah Kabupaten dan Kotamadya yang terdapat dalam wilayah

Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan Tabel 6.2 berikut ini:

Tabel 6.2
Batas Administrasi Kabupaten / Kotamadya dalam

Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah

NO | NAMA WILAYAH BATAS ADMINISTRASI
UTARA SELATAN TIMUR BARAT
1 Kab. Banggai Selat Peling/Laut Teluk Tolo Laut Maluku Selat Peling
Kepulauan Maluku
. - Selat Peling/Kab. Kab. Poso & Kab.
2 | Kab. Banggai Teluk Tomini Bangkep, Teluk Tolo Laut Maluku Morowali
Kab. Poso,
Wil. Prov.Sulawesi Wilayah Prov.
3 | Kab. Morowali Kab. Poso &. Tenggara & Prov. Teluk Tolo & Sulawesi Selatan
Kab. Banggai : Laut Maluku -
Sulawesi Selatan & Sulawesi
Tenggara
Wil. Prov. Kab. Parigi
4 | Kab. Poso Sulawesi Utara Wil. Prov. Sulawesi Kab. Touna & Mo tor.1 & Eab
) & Wil. Prov Selatan Kab. Morowali utong ’
Donggala
Gorontalo
Kab. Mamuju Utara Kab. Parigi
5 | Kab. Donggala Kab. Tolitoli Prov. Sulawesi Barat | Moutong & Kab. Selat Makassar
& Kab. Poso Poso
6 | Kab. Tolitoli Laut Sulawesi Kab. Donggala Kab. Buol Selat Makassar
Kab. Parigi Moutong
7 | Kab. Buol Laut Sulawesi & Kab. Bualemo Prov. Kab. Gorontalo Kab. Tolitoli
Prov. Gorontalo
Gorontalo
Kab. Buol, Kab.
8 Kab. Parigi Tolitoli & Kab. Kab. Poso Teluk Tomini Kota Palu & Kab.
Moutong Bualemo Prov. Donggala
Gorontalo
. Teluk Tomini & . .
9 | Kab. Tojo Una-una Gorontalo Kab. Morowali Kab. Banggai Kab. Poso
Kab. Mamuju &
N Kab. Donggala & Kab. Luwu Utara . Kab. Poso & Kab.
10 | Kab. Sigi Biromaru Kota Palu Prov. Sulses Mamuju Utara Parigi Moutong
Prov. Sulbar
Kab. Parigi &
11 | Kotamadya Palu Kab. Donggala Kab. Donggala Kab. Donggala Teluk Palu
12 | Kab. Banggai Laut Kab. Baru Kab. Baru Kab. Baru Kab. Baru
13 Ei;:aMorowall Kab. Baru Kab. Baru Kab. Baru Kab. Baru

Sumber: Data Sulawesi Tengah Dalam Angka 2013/2014 BPS Sulteng

Visi Provinsi Sulawesi Tengah dalam membangun Sulawesi Tengah Tahun 2021 —
2026, yaitu:
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“GERAK CEPAT MENUJU SULAWESI TENGAH
LEBIH SEJAHTERA DAN LEBIH MAJU”

Melalui serangkaian misi sebagai berikut:

1.

6.2

Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi
Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar;

Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supremasi Hukum, dan Penegakkan Nilai-Nilai
Kemanusiaan dan Hak Azasi Manusia (HAM);

Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan
Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan;

Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah;

Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan
Berkeadilan;

Menjaga Harmonisasi Manusia dan Alam, Antar Sesama Manusia sebagai Wujud
Pembangunan Berkelanjutan;

Melakukan Sinergitas Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga
Sekawasan maupun di Dalam Provinsi Sulawesi Tengah dan di Luar Provinsi
Bertetangga,

Meningkatkan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan dan Kesehatan Berbasis
Teknologi Informasi yang Terintegrasi dan Dijalankan secara Sistematis dan
Digital; dan

Mendorong Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) agar terjadi Percepatan
Desentralisasi Pelayanan dan Peningkatan Lapangan Kerja dan Peningkatan

Produktivitas Sektor Unggulan Daerah.

Gambaran Umum Organisasi Provinsi Sulawesi Tengah

Susunan organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari

Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD, Dinas-Dinas Daerah, Lembaga teknis

Daerah dan lembaga lain Daerah adalah sebagai berikut:

1.

ok 0D

Sekretariat Daerah terdiri dari 3 (tiga) Asisten dan 9 (sembilan) Biro.
Sekretariat Dewan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.

Dinas-Dinas Daerah sejumlah 19 (sembilan belas) Dinas.

Lembaga Teknis Daerah sejumlah 18 (delapan belas) lembaga.

Lembaga lain Daerah sejumlah 4 (empat) lembaga.
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Unsur-unsur Pucuk Pimpinan Pemerintahan tersebut di atas adalah dijabat

oleh:

P wDN

Gubernur

Wakil Gubernur

Sekretaris Daerah

Ketua DPRD

: H. Rusdy Mastura
: Drs. Ma’Mun Amir
: Dra. Novalina, MM
: Hj. Nilam Sari Lawira, SP., MP

Dalam menjalankan fungsi organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi

Tengah tersedia sumber daya manusia sejumlah 11.208 orang pegawai dengan

sebaran berdasarkan golongan dan jabatan per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Tabel 6.3

Daftar Jumlah Pegawai Tahun 2022

Eselon Tenaga Fungsional
LIS LTS II III | IV | Pendidikan | Kesehatan | Lainnya Staf IED

Golongan IV/e - - - - 5 - - 5
Golongan IV/d 17 - - 3 10 1 1 32
Golongan IV/c 18 3 1 38 46 8 1 115
Golongan IV/b 8 136 5 1.161 44 29 11 1.394
Golbongan IV/a 1 127 | 284 1.113 122 40 9 1.779
Jumiah Golongan IV 44 266 | 290 2.315 227 78 105 3.325
Golongan I1I/d - 28| 443 1.151 232 113 657 2.624
Golongan III/c 2| 115 457 190 % 521 1.381
Golongan I11/b -| 66 286 129 70 925 1.476
Golongan I11/a - 5 130 74 25 753 987
Jumiah Golongan III 30| 629 2.024 625 304 2.856 6.468
Golongan I1/d - - 11 18 38 520 587
Gobongan I1/c 7 36 13 252 308
Golongan II/b 3 1 7 355 366
Gobongan I1/a 1 5 2 95 103
Jumiah Golongan II 22 60 60 1.222 1.364
Golongan I/d - - 23 23
Gobongan I/c 16 16
Golongan I/b 9 9
Golongan I/a 3 3
Jumiah Golongan I - - - - - - 51 51

TOTAL 44 | 296 | 919 4.361 912 442 4.234 | 11.208

6.3 Informasi Tambahan Lainnya

1. Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok
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Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah. Kewenangan wajib pemerintah daerah provinsi yang juga mencerminkan
sifat operasi dan kegiatan pokok yang merupakan unsur dalam lingkup provinsi
yang meliputi :

a. Penanganan bidang pendidikan

b Penanganan bidang kesehatan

c Penanganan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang

d. Penanganan bidang perumahan dan kawasan permukiman

e Penanganan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan

masyarakat

.

Penanganan bidang sosial

Penanganan bidang tenaga kerja

= @

Penanganan bidang pemberdayaan dan perlindungan anak

Penanganan bidang pangan

Penanganan bidang pertanahan

[—

k.  Penanganan bidang lingkungan hidup

Penanganan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil
Penanganan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
Penanganan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
Penanganan bidang perhubungan

Penanganan bidang komunikasi dan informatika

L T o 5 3

Penanganan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah

_W

Penanganan bidang penanaman modal

s. Penanganan bidang kepemudaan dan olahraga

—

Penanganan bidang statistik
Penanganan bidang persandian
Penanganan bidang kebudayaan
Penanganan bidang perpustakaan
Penanganan bidang kearsipan

Penanganan bidang kelautan dan perikanan

N < X 5 < €

Penanganan bidang pariwisata
aa. Penanganan bidang pertanian
bb. Penanganan bidang kehutanan

cc. Penanganan bidang energi dan sumber daya mineral
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dd. Penanganan bidang perdagangan
ee. Penanganan bidang perindustrian dan

ff. Penanganan bidang Transmigrasi

2. Dasar Pelaksanaan Operasional
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat
dan Daerah yang merupakan landasan pelaksanaan utama penyelenggaraan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Lebih lanjut pelaksanaan kegiatan operasional tahun 2022 juga didasarkan pada
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2022 dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Perubahan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022,
serta Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan perubahannya dalam
Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2022.

Pelaksanaan kegiatan operasional di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi
Tengah juga dilandasi dengan beberapa Peraturan Daerah diantaranya Peraturan
Daerah yang mengatur tentang Pendapatan Asli Daerah serta Peraturan lainnya
yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan operasional.

3. Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, terdapat perubahan mendasar terkait dengan
penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah. Berdasarkan pasal 404 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa serah terima personil,
pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) sebagai akibat
pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan
daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan undang-undang tersebut
dilakukan paling lama 2 tahun sejak undang-undang di undangkan. Pada tahun
2017, telah dilakukan serah terima pengalihan urusan pemerintahan konkuren
antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan pemerintah kabupaten/kota
untuk personil, sarana prasarana dan dokumen sesuai berita acara serah terima
per Oktober 2016, sedangkan untuk pendanaan akan diserahkan pada tahun
2017. Untuk menjamin terjaganya kualitas layanan urusan pemerintahan,

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menyelesaikan secara seksama
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inventarisasi khususnya sarana dan prasarana, setelah dilakukan verifikasi
kembali atas dokumen yang telah diserahkan pada bulan Oktober 2016.

Informasi Pendanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan APBN.
Pedoman dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah Pasal 23, dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor
33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah. Maka Pemerintah pusat memberikan dana kepada
pemerintah daerah berupa Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagai
bentuk pelimpahan wewenang dan penugasan kepada pemerintah daerah yang
berasal dari dana APBN yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran
dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (TP).

Pendanaan dana Dekon/TP seluruhnya dari APBN, Kementerian dan Lembaga
(K/L) tidak diperkenankan meminta daerah menyediakan dana pendamping (cost
sharing). Kegiatan Dekon/TP yang didanai mengacu pada Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) dan Prioritas Nasional. K/L wajib memberitahukan kegiatan
Dekon/TP kepada Gubernur sebelum pelimpahan/penugasan untuk mewujudkan
sinergi pusat dan daerah. Gubernur memberitahukan kepada DPRD saat
pembahasan RAPBD perihal rencana penyelenggaraan Dekon/TP. Pengelolaan
dana Dekon/TP dilakukan secara tertib, transparan dan akuntabel.

Berdasarkan Rekapitulasi realisasi penyerapan anggaran APBN untuk Dana
Dekonsentrasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp41.312.356.871,00 dari yang di
anggarkan sebesar Rp53.615.546.000,00

Tabel 6.4
Rekapitulasi Realisasi Dana Dekonsentrasi APBN TA. 2022

No

Nama Lembaga Nama Satuan Kerja Pagu Realisasi

Sekretariat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

Kementerian Dalam

Negeri 1.147.728.000,00

Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi
Sulawesi Tengah

Kementerian Dalam

Negeri 246.318.000,00

Kementerian Dalam
Negeri

Bappeda Provinsi

Sulawesi Tengah 245.432.000,00

Kementerian Dalam
Negeri

Inspektorat Provinsi

Sulawesi Tengah 237.429.000,00

Dinas Tanaman Pangan

Kementerian Pertanian Dan Hortikultura Provinsi

1.027.344.990,00

232.306.100,00

212.939.200,00

213.118.785,00

Sulawesi Tengah

58.084.000,00

51.914.000,00
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No

Nama Lembaga

Nama Satuan Kerja

Pagu

Realisasi

Kementerian Pertanian

Dinas Tanaman Pangan
Dan Hortikultura Provinsi
Sulawesi Tengah

135.000.000,00

135.000.000,00

Kementerian Pertanian

Dinas Tanaman Pangan
Dan Hortikultura Provinsi
Sulawesi Tengah

200.000.000,00

195.196.960,00

10

Kementerian Pertanian

Dinas Tanaman Pangan
Dan Hortikultura Provinsi
Sulawesi Tengah

700.000.000,00

430.828.850,00

11

Kementerian Pertanian

Dinas Tanaman Pangan
Dan Hortikultura Provinsi
Sulawesi Tengah

54.000.000,00

53.400.000,00

12

Kementerian Pertanian

Dinas Tanaman Pangan
Dan Hortikultura Provinsi
Sulawesi Tengah

286.032.000,00

224.392.000,00

13

Kementerian Pertanian

Dinas Tanaman Pangan
Dan Hortikultura Provinsi
Sulawesi Tengah

500.000.000,00

123.730.105,00

14

Kementerian Pertanian

Dinas Tanaman Pangan
Dan Hortikultura Provinsi
Sulawesi Tengah

255.000.000,00

250.130.000,00

15

Kementerian Pertanian

Dinas Tanaman Pangan
Dan Hortikultura Provinsi
Sulawesi Tengah

3.994.000.000,00

2.306.407.750,00

16

Kementerian Pertanian

Dinas Tanaman Pangan
Dan Hortikultura Provinsi
Sulawesi Tengah

823.000.000,00

712.097.200,00

17

Kementerian Pertanian

Dinas Tanaman Pangan
Dan Hortikultura Provinsi
Sulawesi Tengah

105.378.000,00

84.850.000,00

18

Kementerian Pertanian

Dinas Tanaman Pangan
Dan Hortikultura Provinsi
Sulawesi Tengah

1.197.000.000,00

1.101.819.558,00

19

Kementerian Pertanian

Dinas Tanaman Pangan
Dan Hortikultura Provinsi
Sulawesi Tengah

275.000.000,00

20

Kementerian Pertanian

Dinas Tanaman Pangan
Dan Hortikultura Provinsi
Sulawesi Tengah

13.600.000,00

10.100.000,00

21

Kementerian Pertanian

Dinas Tanaman Pangan
Dan Hortikultura Provinsi
Sulawesi Tengah

19.000.000,00

16.750.000,00

22

Kementerian Pertanian

Dinas Tanaman Pangan
Dan Hortikultura Provinsi
Sulawesi Tengah

42.053.000,00

41.313.000,00

23

Kementerian Pertanian

Dinas Tanaman Pangan
Dan Hortikultura Provinsi
Sulawesi Tengah

348.380.000,00

246.941.129,00

24

Kementerian Pertanian

Dinas Tanaman Pangan
Dan Hortikultura Provinsi
Sulawesi Tengah

233.000.000,00

205.647.700,00

25

Kementerian Pertanian

Dinas Tanaman Pangan
Dan Hortikultura Provinsi
Sulawesi Tengah

365.600.000,00

326.608.850,00
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No Nama Lembaga Nama Satuan Kerja Pagu Realisasi
Dinas Tanaman Pangan
26 | Kementerian Pertanian Dan Hortikultura Provinsi

Sulawesi Tengah

795.100.000,00

695.217.000,00

27

Kementerian Pertanian

Dinas Tanaman Pangan
Dan Hortikultura Provinsi
Sulawesi Tengah

136.830.000,00

116.980.000,00

28

Kementerian Pertanian

Dinas Tanaman Pangan
Dan Hortikultura Provinsi
Sulawesi Tengah

1.357.660.000,00

1.181.269.600,00

29

Kementerian Pertanian

Dinas Tanaman Pangan
Dan Hortikultura Provinsi
Sulawesi Tengah

68.131.000,00

57.151.000,00

30

Kementerian Pertanian

Dinas Perkebunan Dan
Peternakan Provinsi
Sulawesi Tengah

214.600.000,00

205.400.000,00

31

Kementerian Pertanian

Dinas Perkebunan Dan
Peternakan Provinsi
Sulawesi Tengah

987.084.000,00

954.335.000,00

32

Kementerian Pertanian

Dinas Tanaman Pangan
Dan Hortikultura Provinsi
Sulawesi Tengah

280.440.000,00

207.410.000,00

33

Kementerian Pertanian

Dinas Tanaman Pangan
Dan Hortikultura Provinsi
Sulawesi Tengah

100.000.000,00

84.100.000,00

34

Kementerian Pertanian

Dinas Tanaman Pangan
Dan Hortikultura Provinsi
Sulawesi Tengah

6.930.996.000,00

5.700.457.600,00

35

Kementerian Pertanian

Dinas Tanaman Pangan
Dan Hortikultura Provinsi
Sulawesi Tengah

2.960.000,00

2.960.000,00

36

Kementerian
Perindustrian

Dinas Perindustrian Dan
Perdagangan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

974.620.000,00

894.350.000,00

Dinas Perindustrian Dan

Kementerian

37 . . Perdagangan Daerah
Perindustrian Provinsi Sulawesi Tengah 36.540.000,00 30.450.000,00
Kementerian Dinas Perindustrian Dan

38 Perdagangan Daerah

Perindustrian

Provinsi Sulawesi Tengah

81.840.000,00

68.200.000,00

39

Kementerian Kesehatan

Dinas Kesehatan Propinsi
Sulawesi Tengah

431.160.000,00

301.670.290,00

40

Kementerian Kesehatan

Dinas Kesehatan Propinsi
Sulawesi Tengah

168.413.000,00

114.900.000,00

41

Kementerian Kesehatan

Dinas Kesehatan Propinsi
Sulawesi Tengah

417.407.000,00

237.422.000,00

42

Kementerian Kesehatan

Dinas Kesehatan Propinsi
Sulawesi Tengah

403.600.000,00

102.976.000,00

43

Kementerian Kesehatan

Dinas Kesehatan Propinsi
Sulawesi Tengah

657.025.000,00

423.898.000,00

45

Kementerian Kesehatan

Dinas Kesehatan Propinsi
Sulawesi Tengah

59.554.000,00

58.814.000,00

46

Kementerian Kesehatan

Dinas Kesehatan Propinsi
Sulawesi Tengah

209.596.000,00
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No

Nama Lembaga

Nama Satuan Kerja

Pagu

Realisasi

58

Kementerian Kesehatan

Dinas Kesehatan Propinsi
Sulawesi Tengah

922.000.000,00

851.970.000,00

59

Kementerian Kesehatan

Dinas Kesehatan Propinsi
Sulawesi Tengah

716.084.000,00

465.836.000,00

61

Kementerian Kesehatan

Dinas Kesehatan Propinsi
Sulawesi Tengah

2.242.398.000,00

1.465.473.000,00

62

Kementerian Kesehatan

Dinas Kesehatan Propinsi
Sulawesi Tengah

52.473.000,00

52.463.000,00

63

Kementerian Kesehatan

Dinas Kesehatan Propinsi
Sulawesi Tengah

899.786.000,00

769.143.000,00

64

Kementerian Kesehatan

Dinas Kesehatan Propinsi
Sulawesi Tengah

221.700.000,00

221.700.000,00

Dinas Kesehatan Propinsi

66 | Kementerian Kesehatan | g .\ i Tengah 104.378.000,00 94.526.800,00
. Dinas Kesehatan Propinsi
68 | Kementerian Kesehatan | g .\ eqi Tengah 300.463.000,00 185.950.000,00

71

Kementerian Kesehatan

Dinas Kesehatan Propinsi
Sulawesi Tengah

88.000.000,00

87.830.000,00

Dinas Kesehatan Propinsi

74 | Kementerian Kesehatan | ¢ .\ i Tengah 494.517.000,00 268.485.000,00
. Dinas Kesehatan Propinsi
76 | Kementerian Kesehatan | ¢ |- oqi Tengah 389.902.000,00 189.925.000,00

79

Kementerian Kesehatan

Dinas Kesehatan Propinsi
Sulawesi Tengah

475.722.000,00

288.250.000,00

95

Kementerian Kesehatan

Dinas Kesehatan Propinsi
Sulawesi Tengah

1.088.544.000,00

807.484.000,00

96

Kementerian Kesehatan

Dinas Kesehatan Propinsi
Sulawesi Tengah

858.240.000,00

681.395.000,00

Dinas Kesehatan Propinsi

100 | Kementerian Kesehatan | g . uoqi Tengah 238.400.000,00 234.760.000,00
. Dinas Kesehatan Propinsi

101 | Kementerian Kesehatan | ¢ .. i Tengah 1.432.480.000,00 1.198.180.000,00
. Dinas Kesehatan Propinsi

102 | Kementerian Kesehatan | g -\ oqi Tengah 364.832.000,00 289.232.000,00
- Dinas Kesehatan Propinsi

106 | Kementerian Kesehatan | ¢ .. i Tengah 57.170.000,00 57.170.000,00
. Dinas Kesehatan Propinsi

108 | Kementerian Kesehatan | g -\ esi Tengah 72.430.000,00 69.730.000,00
. Dinas Kesehatan Propinsi

109 | Kementerian Kesehatan | ¢ . aqi Tengah 12.750.000,00 12.750.000,00
. Dinas Kesehatan Propinsi

110 | Kementerian Kesehatan | g -\eqi Tengah 123.029.000,00 122.595.000,00
. Dinas Kesehatan Propinsi

111 | Kementerian Kesehatan | o -\ osi Tengah 8.500.000,00 4.250.000,00
. Dinas Kesehatan Propinsi )

114 | Kementerian Kesehatan | g - \veqi Tengah 272.028.000,00
. Dinas Kesehatan Propinsi

116 | Kementerian Kesehatan | ¢ - \eci Tengah 478.572.000,00 234.973.000,00
. Dinas Tenaga Kerja Dan

119 Kementerian Transmigrasi Provinsi

Ketenagakerjaan ; 149.078.000,00 126.587.000,00
Sulawesi Tengah

. Dinas Tenaga Kerja Dan

120 Kementerian Transmigrasi Provinsi

Ketenagakerjaan 9 114.147.000,00 108.997.000,00

Sulawesi Tengah
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No Nama Lembaga Nama Satuan Kerja Pagu Realisasi
. Dinas Tenaga Kerja Dan
121 Kementerian Transmigrasi Provinsi
Ketenagakerjaan 9 133.800.000,00 121.500.000,00
Sulawesi Tengah
. Dinas Tenaga Kerja Dan
122 Kementerian Transmigrasi Provinsi
Ketenagakerjaan : 295.652.000,00 266.428.100,00
Sulawesi Tengah
. Dinas Tenaga Kerja Dan
123 Kementerian Transmigrasi Provinsi
Ketenagakerjaan 9 207.780.000,00 153.318.500,00
Sulawesi Tengah
. Dinas Tenaga Kerja Dan
124 Kementerian Transmigrasi Provinsi
Ketenagakerjaan b 1.578.621.000,00 1.455.851.000,00
Sulawesi Tengah
. Dinas Tenaga Kerja Dan
125 Kementerian Transmigrasi Provinsi
Ketenagakerjaan 9 270.573.000,00 174.748.200,00
Sulawesi Tengah
. Dinas Tenaga Kerja Dan
126 Kementenan_ Transmigrasi Provinsi
Ketenagakerjaan Sulawesi Tengah 112.500.000,00 112.500.000,00
Ketenagakerjaan 9 111.896.000,00 70.594.580,00
Sulawesi Tengah
. Dinas Tenaga Kerja Dan
128 Kementerlan_ Transmigrasi Provinsi
Ketenagakerjaan Sulawesi Tengah 71.340.000,00 69.499.000,00
Ketenagakerjaan 9 51.150.000,00 29.120.000,00

Sulawesi Tengah

Kementerian Kelautan

Dinas Perikanan Dan

130 | ban perikanan Kelautan Propinsi 123.280.000,00 104.580.000,00
Sulawesi Tengah
. Dinas Perikanan Dan
131 Kementerian Kelautan Kelautan Propinsi
Dan Perikanan . P 42.000.000,00 40.200.000,00
Sulawesi Tengah
. Dinas Perikanan Dan
133 Kementerian Kelautan Kelautan Propinsi _
Dan Perikanan 1 Frop 10.400.000,00
Sulawesi Tengah
. Dinas Perikanan Dan
134 Kementerian Kelautan Kelautan Propinsi
Dan Perikanan . P 51.530.000,00 39.933.000,00
Sulawesi Tengah
. Dinas Perikanan Dan
135 Kementerian Kelautan Kelautan Propinsi
Dan Perikanan . P 22.800.000,00 5.505.000,00
Sulawesi Tengah
. Dinas Perikanan Dan
136 Kementerian Kelautan Kelautan Propinsi
Dan Perikanan . P 31.491.000,00 29.259.500,00
Sulawesi Tengah
. Dinas Perikanan Dan
137 Kementerian Kelautan Kelautan Propinsi
Dan Perikanan . 158.200.000,00 137.741.520,00
Sulawesi Tengah
. Dinas Perikanan Dan
138 Kementerian Kelautan Kelautan Propinsi
Dan Perikanan Sulawesi Tengah 12.080.000,00 10.686.000,00
139 Kementerian Kelautan Eé?aajt:ﬁr& aon?:s:Dan
Dan Perikanan . P 158.050.000,00 105.743.000,00
Sulawesi Tengah
140 Kementerian Kelautan Dinas Perikanan Dan

Dan Perikanan

Kelautan Propinsi

76.804.000,00

67.235.690,00
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Nama Lembaga

Nama Satuan Kerja

Pagu

Realisasi

Sulawesi Tengah

Kementerian Kelautan

Dinas Perikanan Dan

141 | ban Perikanan Kelautan Propinsi 249.040.000,00 247.425.707,00
Sulawesi Tengah
. Dinas Perikanan Dan
142 Kementerian Kelautan Kelautan Propinsi
Dan Perikanan . P 22.155.000,00 22.155.000,00
Sulawesi Tengah
. Dinas Perikanan Dan
143 Kementerian Kelautan Kelautan Propinsi
Dan Perikanan 1 Frop 25.200.000,00 23.100.000,00
Sulawesi Tengah
. Dinas Perikanan Dan
144 Kementerian Kelautan Kelautan Propinsi
Dan Perikanan . P 189.251.000,00 174.775.000,00
Sulawesi Tengah
. Dinas Perikanan Dan
145 Kementerian Kelautan Kelautan Propinsi
Dan Perikanan . P 77.283.000,00 77.283.000,00
Sulawesi Tengah
. Dinas Perikanan Dan
146 Kementerian Kelautan Kelautan Propinsi
Dan Perikanan . P 29.572.000,00 25.972.000,00
Sulawesi Tengah
. Dinas Perikanan Dan
147 Kementerian Kelautan Kelautan Propinsi
Dan Perikanan . P 67.980.000,00 66.340.700,00
Sulawesi Tengah
. Dinas Perikanan Dan
148 Kementerian Kelautan Kelautan Propinsi
Dan Perikanan . P 114.000.000,00 114.000.000,00
Sulawesi Tengah
. Dinas Perikanan Dan
149 Kementerian Kelautan Kelautan Propinsi
Dan Perikanan Sulawesi Tengah 91.150.000,00 86.850.000,00
150 Kementerian Kelautan Eé?:jt:ﬁr:fr aon?:s:Dan
Dan Perikanan . P 87.900.000,00 82.650.000,00
Sulawesi Tengah
Kementerian Kelautan Dinas Perikangn D an
151 | ban Perikanan Kelautan Propinsi 50.000.000,00 42.200.000,00
Sulawesi Tengah
. Dinas Perikanan Dan
152 Kementerian Kelautan Kelautan Propinsi
Dan Perikanan . P 29.470.000,00 27.670.000,00
Sulawesi Tengah
Kementerian Kelautan Dinas Perikangn D an
153 | ban Perikanan Kelautan Propinsi 57.770.000,00 46.834.000,00
Sulawesi Tengah
156 Kementerian Kelautan Eé?:jt:ﬁrlli %n?:S.P an
Dan Perikanan 1 rrop 228.511.000,00 195.525.000,00
Sulawesi Tengah
Kementerlan_Par|W|sata Dinas Kebudayaan Dan
157 Dan Ekonomi Pariwisata Propinsi
Kreatif/Badan Pariwisata . P 190.000.000,00 189.727.000,00
; . Sulawesi Tengah
Dan Ekonomi Kreatif
Kementer|an.Par|W|sata Dinas Kebudayaan Dan
158 Dan Ekonomi Pariwisata Propinsi
Kreatif/Badan Pariwisata . 195.000.000,00 186.085.000,00
- - Sulawesi Tengah
Dan Ekonomi Kreatif
gir:%rll(f:nrfn:iParlwsata Dinas Kebudayaan Dan
159 Pariwisata Propinsi

Kreatif/Badan Pariwisata
Dan Ekonomi Kreatif

Sulawesi Tengah

400.000.000,00

398.944.000,00
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No Nama Lembaga Nama Satuan Kerja Pagu Realisasi
Kementerlan.Par|W|sata Dinas Kebudayaan Dan
160 Dan Ekonomi Pariwisata Propinsi
Kreatif/Badan Pariwisata . P 500.000.000,00 493.507.950,00
; . Sulawesi Tengah
Dan Ekonomi Kreatif
Kementer|an.Par|W|sata Dinas Kebudayaan Dan
161 Dan Ekonomi Pariwisata Propinsi
Kreatif/Badan Pariwisata Sulawesi Tengah 110.000.000,00 90.247.650,00
Dan Ekonomi Kreatif 9
Kementerian Koperasi Dlna;]s Ko_;ln(era5| D_Ian
162 | Dan Usaha Kecil Dan Usaha Mikro Keci
Menengah Daerah 235.476.000,00 169.815.600,00
Menengah o .
Provinsi Sulawesi Tengah
Kementerian Koperasi Dinas Koperasi Dan
163 | Dan Usaha KecinDan Usaha Mikro Kecl
Menengah Daerah 68.765.000,00 52.999.790,00
Menengah o2 .
Provinsi Sulawesi Tengah
Kementerian Koperasi Dinas Ko_pera5| D_an
164 | Dan Usaha Kecil Dan Usaha Mikro Kecil
Menengah Daerah 1.631.349.000,00 1.172.560.335,00
Menengah - .
Provinsi Sulawesi Tengah
Kementerian Koperasi Dinas Koperasi Dan
165 | Dan Usaha KecinDan Usaha Mikro Kecil
Menengah Daerah 943.413.000,00 652.108.640,00
Menengah o2 .
Provinsi Sulawesi Tengah
Kementerian Koperasi Dinas Koperasi Dan
166 | Dan Usaha KecinDan Usaha Mikro Keci
Menengah Daerah 1.456.630.000,00 1.179.100.400,00
Menengah - .
Provinsi Sulawesi Tengah
Badan Perencanaan Bappeda Provinsi
167 | Pembangunan Nasional | ¢ |\ i Tengah 1.367.654.000,00 948.493.100,00
/ Bappenas
. Dinas Perpustakaan Dan
168 Perpustakaan Nasional Kearsipan Provinsi
Republik Indonesia . 449.274.000,00 408.416.800,00
Sulawesi Tengah
Kementerian Dinas Penanaman Modal
169 Investasi/Badan Dan Pelayanan Terpadu
Koordinasi Penanaman Satu Pintu Provinsi 330.473.000,00 259.241.000,00
Modal Sulawesi Tengah
. Dinas Perindustrian Dan
170 Kementerian Perdagangan Daerah
Perdagangan 2 . 96.950.000,00 92.033.100,00
Provinsi Sulawesi Tengah
. Dinas Perindustrian Dan
171 Kementerian Perdagangan Daerah
Perdagangan agang . 144.280.000,00 131.219.200,00
Provinsi Sulawesi Tengah
Kementerian Dinas Perindustrian Dan
172 | berdagangan Perdagangan Daerah 685.375.000,00 593.660.942,00
Provinsi Sulawesi Tengah
- Dinas Pemuda Dan Olah
173 Kementerian Pemuda Raga Provinsi Sulawesi
Dan Olahraga 1.999.465.000,00 1.536.521.400,00
Tengah
Uik 53.615.546.000,00 | 41.312.356.871,00
Sedangkan rekapitulasi penyerapan anggaran APBN untuk Dana Tugas

Pembantuan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp102.225.516.809,00 dari yang
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dianggarkan

sebesar

Rp137.321.993.000,00 atau

Pembantuan tersebut dapat di rinci sebagai berikut:

Tabel 6.6

96,18%.

Dana Tugas

Rekapitulasi Realisasi Dana Tugas Pembantuan APBN TA. 2022

NO

NMDEPT

NMSATKER

PAGU

REALISASI

KEMENTERIAN
PERTANIAN

DINAS TANAMAN
PANGAN DAN
HORTIKULTURA
PROVINSI SULAWESI
TENGAH

762.540.000,00

673.886.824,00

KEMENTERIAN
PERTANIAN

DINAS TANAMAN
PANGAN DAN
HORTIKULTURA
PROVINSI SULAWESI
TENGAH

173.500.000,00

134.300.000,00

KEMENTERIAN
PERTANIAN

DINAS TANAMAN
PANGAN DAN
HORTIKULTURA
PROVINSI SULAWESI
TENGAH

144.000.000,00

113.980.350,00

KEMENTERIAN
PERTANIAN

DINAS TANAMAN
PANGAN DAN
HORTIKULTURA
PROVINSI SULAWESI
TENGAH

2.787.500.000,00

2.786.527.060,00

KEMENTERIAN
PERTANIAN

DINAS TANAMAN
PANGAN DAN
HORTIKULTURA
PROVINSI SULAWESI
TENGAH

139.000.000,00

105.870.000,00

KEMENTERIAN
PERTANIAN

DINAS TANAMAN
PANGAN DAN
HORTIKULTURA
PROVINSI SULAWESI
TENGAH

16.089.271.000,00

4.024.751.250,00

KEMENTERIAN
PERTANIAN

DINAS TANAMAN
PANGAN DAN
HORTIKULTURA
PROVINSI SULAWESI
TENGAH

735.000.000,00

735.000.000,00

KEMENTERIAN
PERTANIAN

DINAS TANAMAN
PANGAN DAN
HORTIKULTURA
PROVINSI SULAWESI
TENGAH

73.000.000,00

57.768.000,00

KEMENTERIAN
PERTANIAN

DINAS TANAMAN
PANGAN DAN
HORTIKULTURA
PROVINSI SULAWESI
TENGAH

1.897.000.000,00

1.803.335.000,00

10

KEMENTERIAN
PERTANIAN

DINAS TANAMAN
PANGAN DAN
HORTIKULTURA
PROVINSI SULAWESI

83.850.000,00

74.586.500,00
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NO NMDEPT NMSATKER PAGU REALISASI
TENGAH
DINAS TANAMAN
11 EEQEA\II;II—IE-\FI{\IIAN E'gl\;g/i\'?ulimm 3.663.750.000,00 3.344.390.000,00
PROVINSI SULAWESI -663.750.000, -344.390.000,
TENGAH
DINAS TANAMAN
12 EEETEAI\\IJIEAT\JIAN Egﬁm,??ﬂm 932.974.000,00 696.309.850,00
PROVINSI SULAWESI 974.000, -309.850,
TENGAH
DINAS PERKEBUNAN
13 | KEMENTERIAN DAN PETERNAKAN
PERTANIAN PROVINSI SULAWESI 3.574.780.000,00 3.554.951.400,00
TENGAH
DINAS PERKEBUNAN
14 | KEMENTERIAN DAN PETERNAKAN
PERTANIAN PROVINSI SULAWESI - -
TENGAH
DINAS PERKEBUNAN
15 | KEMENTERIAN DAN PETERNAKAN
PERTANIAN PROVINSI SULAWESI 63.350.000,00 63.350.000,00
TENGAH
DINAS PERKEBUNAN
16 | KEMENTERIAN DAN PETERNAKAN
PERTANIAN PROVINSI SULAWESI 150.300.000,00 142.875.000,00
TENGAH
DINAS PERKEBUNAN
1 | KEMENTERIAN DAN PETERNAKAN
PERTANIAN PROVINSI SULAWESI 816.140.000,00 774.127.000,00
TENGAH
DINAS PERKEBUNAN
15 | KEMENTERIAN DAN PETERNAKAN
PERTANIAN PROVINSI SULAWESI 297.030.000,00 263.708.000,00
TENGAH
DINAS PERKEBUNAN
1o | KEMENTERIAN DAN PETERNAKAN
PERTANIAN PROVINSI SULAWESI 155.905.000,00 134.315.000,00
TENGAH
DINAS PERKEBUNAN
Jo | KEMENTERIAN DAN PETERNAKAN
PERTANIAN PROVINSI SULAWESI 641.366.000,00 599.700.962,00
TENGAH
DINAS PERKEBUNAN
1 | KEMENTERIAN DAN PETERNAKAN
PERTANIAN PROVINSI SULAWESI 2.605.960.000,00 2.395.435.000,00
TENGAH
DINAS PERKEBUNAN
, | KEMENTERIAN DAN PETERNAKAN
PERTANIAN PROVINSI SULAWESI 155.000.000,00 133.111.600,00
TENGAH
DINAS PERKEBUNAN
5 | KEMENTERIAN DAN PETERNAKAN
PERTANIAN PROVINSI SULAWESI 250.000.000,00 43.561.800,00

TENGAH
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DINAS PERKEBUNAN
4 | KEMENTERIAN DAN PETERNAKAN
PERTANIAN PROVINSI SULAWESI 250.900.000,00 84.268.650,00
TENGAH
DINAS PERKEBUNAN
5 | KEMENTERIAN DAN PETERNAKAN
PERTANIAN PROVINSI SULAWESI 400.000.000,00 379.735.000,00
TENGAH
DINAS PERKEBUNAN
J6 | KEMENTERIAN DAN PETERNAKAN
PERTANIAN PROVINSI SULAWESI 70.000.000,00 60.451.700,00
TENGAH
DINAS PERKEBUNAN
- | KEMENTERIAN DAN PETERNAKAN
PERTANIAN PROVINSI SULAWESI 5.423.620.000,00 649.694.600,00
TENGAH
DINAS PERKEBUNAN
g | KEMENTERIAN DAN PETERNAKAN
PERTANIAN PROVINSI SULAWESI 543.614.000,00 103.476.900,00
TENGAH
DINAS PERKEBUNAN
Jq | KEMENTERIAN DAN PETERNAKAN
PERTANIAN PROVINSI SULAWESI 2.476.301.000,00 2.047.121.220,00
TENGAH
DINAS PERKEBUNAN
5o | KEMENTERIAN DAN PETERNAKAN
PERTANIAN PROVINSI SULAWESI 271.500.000,00 231.596.500,00
TENGAH
DINAS PERKEBUNAN
5y | KEMENTERIAN DAN PETERNAKAN
PERTANIAN PROVINSI SULAWESI 44.000.000,00 33.090.000,00
TENGAH
DINAS PERKEBUNAN
5, | KEMENTERIAN DAN PETERNAKAN
PERTANIAN PROVINSI SULAWESI 384.816.000,00 301.197.900,00
TENGAH
DINAS PERKEBUNAN
43 | KEMENTERIAN DAN PETERNAKAN
PERTANIAN PROVINSI SULAWESI 248.000.000,00 211.021.200,00
TENGAH
DINAS TANAMAN
34 EEI:R/I'FXII;II—IE-\FI{\IIAN E@ﬁ?ﬂuﬁﬂm 2.080.000.000,00 2.068.050.000,00
PROVINSI SULAWESI -080.000.000, 1068.050.000,
TENGAH
DINAS TANAMAN
35 ﬁEpR/I'II'EL\II\TII;RI\}AN Eg'\;{GT/I\'?U%SRA 10.575.000.000,00 10.575.000.000,00
PROVINSI SULAWESI -575.000.000, -575.000.000,
TENGAH
DINAS TANAMAN
L
PERTANIAN 11.389.323.000,00 8.901.945.000,00

PROVINSI SULAWESI
TENGAH
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NO NMDEPT NMSATKER PAGU REALISASI
DINAS TANAMAN
| MG
PERTANIAN PROVINSI SULAWESI 195.000.000,00 143.690.000,00
TENGAH
DINAS TANAMAN
o | TAGROA
PERTANIAN PROVINSI SULAWESI 1.887.340.000,00 1.136.694.000,00
TENGAH
DINAS TANAMAN
o | TGO
PERTANIAN PROVINSI SULAWESI 1.503.790.000,00 1.046.153.000,00
TENGAH
DINAS TANAMAN
T
PERTANIAN PROVINSI SULAWESI 224.280.000,00 115.115.000,00
TENGAH
DINAS TANAMAN
oGO
PERTANIAN PROVINSI SULAWESI 1.098.360.000,00 792.189.100,00
TENGAH
DINAS PERKEBUNAN
4 KEMENTERIAN DAN PETERNAKAN
PERTANIAN PROVINSI SULAWESI 40.000.000,00 36.018.800,00
TENGAH
DINAS PERKEBUNAN
3 KEMENTERIAN DAN PETERNAKAN
PERTANIAN PROVINSI SULAWESI 3.070.000.000,00 3.043.350.000,00
TENGAH
DINAS PERKEBUNAN
44 KEMENTERIAN DAN PETERNAKAN
PERTANIAN PROVINSI SULAWESI 25.000.000,00 19.200.000,00
TENGAH
DINAS PERKEBUNAN
45 KEMENTERIAN DAN PETERNAKAN
PERTANIAN PROVINSI SULAWESI 887.499.000,00 612.372.950,00
TENGAH
DINAS TANAMAN
| oGO
PERTANIAN PROVINSI SULAWESI 172.624.000,00 169.364.100,00
TENGAH
DINAS TANAMAN
|| PR
PERTANIAN PROVINSI SULAWESI 380.000.000,00 308.893.250,00
TENGAH
DINAS TANAMAN
| oy | PMGRON
PERTANIAN 470.000.000,00 450.220.000,00

PROVINSI SULAWESI
TENGAH
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DINAS TANAMAN
o | TGO
PERTANIAN PROVINSI SULAWESI 2.810.000.000,00 2.531.407.650,00
TENGAH
DINAS TANAMAN
o | TGO
PERTANIAN PROVINSI SULAWESI 600.000.000,00 596.905.540,00
TENGAH
DINAS TANAMAN
| TGO
PERTANIAN PROVINSI SULAWESI 200.000.000,00 163.330.000,00
TENGAH
PERTANIAN TOLL-TOLI 1.658.675.000,00 1.657.120.000,00
PERTANIAN TOLI-TOLI 172.450.000,00 171.169.000,00
PERTANIAN TOLI-TOLI 64.090.000,00 63.965.000,00
PERTANIAN TOLL-TOLI 325.334.000,00 303.084.000,00
KEMENTERIAN DINAS PERIKANAN DAN
56 | KELAUTAN DAN KELAUTAN PROPINSI
PERIKANAN SULAWESI TENGAH 361.125.000,00 359.470.000,00
KEMENTERIAN DINAS PERIKANAN DAN
57 | KELAUTAN DAN KELAUTAN PROPINSI
PERIKANAN SULAWESI TENGAH 17.700.000,00 12.300.000,00
o | DM AR
58 | PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

PROVINSI SULAWESI
TENGAH

23.637.269.000,00

21.130.018.027,00

59

KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

DINAS CIPTA KARYA
DAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI SULAWESI
TENGAH

1.346.490.000,00

1.037.717.824,00

60

KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI

DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI
TENGAH

33.538.000,00

33.188.000,00

61

KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI

DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI
TENGAH

225.600.000,00

166.600.000,00

62

KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI

DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI
TENGAH

426.245.000,00

290.420.000,00

63

KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI

DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI
TENGAH

222.452.000,00

221.236.000,00
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NO

NMDEPT

NMSATKER

PAGU

REALISASI

64

KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI

DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI
TENGAH

55.140.000,00

55.139.800,00

65

KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI

DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI
TENGAH

271.668.000,00

268.110.000,00

66

KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI

DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI
TENGAH

344.797.000,00

324.050.000,00

67

KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI

DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI
TENGAH

189.505.000,00

112.813.500,00

68

KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI

DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI
TENGAH

155.218.000,00

137.473.000,00

KEMENTERIAN DESA,

6o | PEMBANGUNAN DAERAH | DINAS TRANSMIGRAST
TERTINGGAL DAN KAB TOLITOLI 52.600.000,00 38.700.000,00
TRANSMIGRASI
KEMENTERIAN DESA,

o | PEMBANGUNAN DAERAH | DINAS TRANSMIGRAST
TERTINGGAL DAN KAB TOLITOLI 73.010.000,00 56.550.000,00
TRANSMIGRASI
KEMENTERIAN DESA,

1 | PEMBANGUNAN DAERAH | DINAS TRANSMIGRASI
TERTINGGAL DAN KAB TOLITOLI 8.397.758.000,00 6.028.921.953,00
TRANSMIGRASI
KEMENTERIAN DESA,

| PEMBANGUNAN DAERAH | DINAS TRANSMIGRAST
TERTINGGAL DAN KAB TOLITOLI 114.876.000,00 96.090.000,00
TRANSMIGRASI
KEMENTERIAN DESA, | i\ AS TENAGA KERIA

73

PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI

DAN TRANSMIGRASI KAB
BUOL

52.800.000,00

46.000.000,00

74

KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI

DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI KAB
BUOL

379.000.000,00

378.900.000,00

75

KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI

DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI KAB
BUOL

1.795.000.000,00

1.495.426.000,00

76

KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI

DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI KAB
BUOL

3.496.550.000,00

2.551.214.000,00

77

KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI

DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI KAB
BUOL

148.118.000,00

132.558.000,00
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NMSATKER

PAGU

REALISASI

78

KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI

DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN MOROWALI
UTARA

83.260.000,00

83.260.000,00

KEMENTERIAN DESA, DINAS

79 PEMBANGUNAN DAERAH | KETENAGAKERJAAN DAN
TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI 105.200.000,00 74.400.000,00
TRANSMIGRASI KABUPATEN SIGI
KEMENTERIAN DESA, DINAS

80 PEMBANGUNAN DAERAH | KETENAGAKERJAAN DAN
TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI 155.770.000,00 113.871.323,00
TRANSMIGRASI KABUPATEN SIGI
KEMENTERIAN DESA, DINAS

81 PEMBANGUNAN DAERAH | KETENAGAKERJAAN DAN
TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI 58.524.000,00 53.333.732,00
TRANSMIGRASI KABUPATEN SIGI
KEMENTERIAN DESA, DINAS

82 PEMBANGUNAN DAERAH | KETENAGAKERJAAN DAN
TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI 15.000.000,00 14.100.000,00
TRANSMIGRASI KABUPATEN SIGI
KEMENTERIAN DESA, DINAS

83 PEMBANGUNAN DAERAH | KETENAGAKERJAAN DAN
TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI 869.924.000,00 869.115.000,00
TRANSMIGRASI KABUPATEN SIGI
KEMENTERIAN DESA, DINAS

84 PEMBANGUNAN DAERAH | KETENAGAKERJAAN DAN
TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI 30.000.000,00 29.929.485,00
TRANSMIGRASI KABUPATEN SIGI
KEMENTERIAN DESA, DINAS

85 PEMBANGUNAN DAERAH | KETENAGAKERJAAN DAN
TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI 103.770.000,00 85.410.000,00
TRANSMIGRASI KABUPATEN SIGI
KEMENTERIAN DESA, DINAS TENAGA KERJA

86 PEMBANGUNAN DAERAH | DAN TRANSMIGRASI
TERTINGGAL DAN KABUPATEN MOROWALI 899.422.000,00 796.116.725,00
TRANSMIGRASI UTARA

KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH

DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI

87 TERTINGGAL DAN KABUPATEN MOROWALI 71.932.000,00 71.920.000,00
TRANSMIGRASI UTARA
o T, | OIS KOPERACT
PERDAGANGAN KABUPATEN POSO 3.000.000.000,00 2.623.398.850,00
go | KEMENTERIAN Penmustion Do
PERDAGANGAN 4.000.000.000,00 775.034.934,00

Kabupaten Morowali

TOTAL

137.321.993.000,00

102.225.516.809,00
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BAB VII
PENUTUP

Sebagai penutup Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi

Sulawesi Tengah tahun 2022 disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berbasis akrual disusun
dan disajikan sebagai bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2022.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2022, dari sisi pendapatan
melebihi target sebesar Rp161.482.341.539,45 dari yang dianggarkan sejumlah
Rp4.734.258.150.163,00 dicapai sebesar Rp4.895.740.491.702,45 atau 103,41%.
Sementara pada sisi belanja tidak mencapai anggaran yang direncanakan sebesar
Rp607.662.661.785,59 atau hanya 88,82% dari belanja yang dianggarkan sebesar
Rp5.432.996.328.213,00 terealisasi sebesar Rp4.825.333.666.427,41. Penerimaan
Pembiayaan Daerah mencapai target 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp
698.738.178.050,00 dan realisasinya sebesar Rp698.738.178.050,88. Sementara
untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah di tahun anggaran 2022 tidak ada
penganggaran.

Lebih lanjut sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi
Sulawesi Tengah terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berjalan adalah
sebesar Rp769.145.003.325,92. Jumlah tersebut termasuk Kas BOS, Kas di BLUD
pada Rumah Sakit RSUD Undata dan RSUD Madani.

Pada tahun 2022 terdapat kas di Bendahara Penerimaan sebesar
Rp90.050.000,00.

Pada tahun 2022 terdapat kas di Bendahara Pengeluaran sejumlah
Rp1.764.941,00 karena sampai akhir 31 Desember 2021 terdapat Kas oleh
Bendahara Pengeluaran belum disetor ke Kas Daerah dan Kas pada rekening Bank
SKPD maupun Tunai.

Berdasarkan Laporan Operasional Pendapatan-LO sebesar
Rp4.538.644.572.471,17, Beban sebesar Rp4.314.849.387.353,54, Defisit dari
Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp85.943.461.920,04 dan Pos Luar

LKPD Provingi Sulawesi Tengah Tahun 2022 (Audited) Bab Vil



g. Berdasarkan Laporan Perubahan Ekuitas tercatat nilai ekuitas awal sebesar
Rp6.993.667.081.080,90 ditambahkan dengan Surplus/defisit-LO sebesar
Rp91.802.538.033,60 dan koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp96.052.063.914,28
sehingga ekuitas akhir menjadi sebesar Rp7.181.521.683.028,78.

h. Berdasarkan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih terdapat Sisa lebih
Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Awal sebesar Rp698.738.178.050,88 dan Sisa
Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Akhir sebesar Rp769.145.003.325,92.

i Pos Neraca Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 yakni
Jumlah Aset sebesar Rp7.376.522.819.168,33, Jumlah Kewajiban sebesar
Rp195.001.136.139,55 dan Jumlah Ekuitas sebesar Rp7.181.521.683.028,78.

B Posisi Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember
2022 sebesar Rp769.145.003.325,92

Demikian beberapa catatan penting yang dapat dikemukakan sebagai
penutup dari penyajian Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi
Tengah tahun anggaran 2022.

,v»:-—_,:r{_"_Pg]\U , 7 Mei 2023
/7 GUBERNDR SULAWEST TENGAH
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